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 Fathah Ditulis A ( ـَ )

(   ِ - ) Kasrah Ditulis I 
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 Ditulis a’antum اانتمَّ
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ABSTRAK 

 

Di Desa Banjarsari, hibah sering diperhitungkan bagian 

dari warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebelum 

mereka meninggal, untuk menghindari konflik keluarga. 

Pembagian yang dilakukan masyarakat harusnya 1/3 harta yang 

dimiliki sesuai ketentuan KHI, namun kenyataannya masyarakat 

membagi melebihi batas maksimal harta dan terkadang dibagi 

sampai habis.  Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) 

Bagaimana praktik hibah yang dijadikan sebagai antisipasi 

sengketa ahli waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah 

Kabupaten Demak. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik hibah sebagai antisipasi terjadinya sengketa ahli waris pada 

masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Gajah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam 

penelitian lapangan untuk memahami fenomena sosial secara 

menyeluruh. Data deskriptif dikumpulkan secara sistematis, 

dengan pendekatan yuridis-empiris yang mengamati realitas 

hukum di masyarakat serta bahan non-hukum yang relevan. 

Praktik pembagian hibah biasanya dilakukan dengan 

membagi harta orang tua sebelum meninggal yang diperhitungkan 

sebagai warisan, pembagian dilakukan dengan cara diskusi 

keluarga, dan setelah semua dibagi oleh orang tua, mereka 

mengundang 2 saudara atau petugas balai desa untuk menjadi 

saksi. Tinjauan hukum Islam yang digunakan dalam praktik hibah 

ini menggunakakan maṣlaḥah mursalah karena pembagian yang 

dilakukan tidak diatur jelas di dalam nash, namun pembagian hibah 

ini berhasil mengantisipasi terjadinya sengketa dan membawa 

manfaat secara umum dalam keluarga. 

Kata Kunci: Hibah, Warisan, Maṣlaḥah Mursalah 
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ABSTRACT 

 

In Banjarsari Village, gifts are often considered part of the 

inheritance given by parents to children before they die, to avoid 

family conflicts. The distribution carried out by the community 

should be 1/3 of the assets owned according to the provisions of 

the KHI, but in reality the community divides more than the 

maximum limit of assets and sometimes divides until it is used up.  

The focus studied in this thesis is (1) How grants are used to 

anticipate heir disputes in Banjarsari Village, Gajah District, 

Demak Regency. (2) How does Islamic law review the practice of 

giving in anticipation of heir disputes in the community of 

Banjarsari Village, Gajah District. 

This research uses qualitative methods in field research to 

understand social phenomena as a whole. Descriptive data is 

collected systematically, using a juridical-empirical approach that 

observes legal realities in society as well as relevant non-legal 

materials. 

The practice of distributing gifts is usually carried out by 

dividing the parents' assets before they die which are counted as 

inheritance. The distribution is done by family discussion, and 

after everything is divided by the parents, they invite 2 relatives or 

village hall officials to be witnesses. The review of Islamic law 

used in the practice of this gift uses maṣlaḥah murlah because the 

distribution carried out is not clearly regulated in the text, but the 

distribution of this gift has succeeded in anticipating disputes and 

bringing general benefits to the family. 

Keywords: Hibah, Inheritance, Maṣlaḥah Mursalah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hibah dalam Islam adalah pemberian harta dari 

seseorang kepada orang lain yang dilakukan selama 

pemberi masih hidup, tanpa adanya imbalan. Pemberian 

ini dilakukan sesuai dengan kehendak pemilik harta. 

Menurut hukum syari'ah, hibah adalah akad pemberian 

harta kepada orang lain secara cuma-cuma selama 

pemberi masih hidup. Jika seseorang memberikan harta 

kepada orang lain untuk digunakan tetapi tanpa hak 

kepemilikan, maka itu disebut pinjaman. Apabila 

seseorang memberikan sesuatu yang tidak memenuhi 

syarat sebagai harta, seperti khamar atau bangkai, maka 

itu bukan hadiah atau pemberian. Jika pemindahan hak 

milik dilakukan setelah kematian pemberi, maka itu 

disebut wasiat. Pemberian dengan imbalan dianggap 

sebagai penjualan dan tunduk pada hukum jual beli.1 

Dasar Hukum Hibah ini adalah firman Allah QS. Al-

Baqarah Ayat 177: 

 ٱلْبِ َّ وهلهَٰكِن َّ وهٱلْمهغْرِبَّ ٱلْمهشْرقَِّ قِبهلهَّ وُجُوههكُمَّْ تُ وهلُّوا َّ أهنَّ ٱلْبِ َّ ل يْسهَّ
ۦنهَّ وهٱلْكِتهَٰبَّ وهٱلْمهلهََٰٰٓئِكهةَِّ ٱلْءهاخِرَِّ وهٱلْي هوْمَّ بٱِللّ َِّ ءهامهنهَّ مهنَّ  وهءهاتهى وهٱلن بِِّ

كِيهَّ وهٱلْي هتهَٰمهىََّٰ ٱلْقُرْبهََّٰ ذهوِى حُبِّهِۦ عهلهىََّٰ ٱلْمهالهَّ  ٱلس بِيلَّ وهٱبْنهَّ وهٱلْمهسهَٰ
 وهٱلْمُوفُونهَّ ٱلز كهوَٰةهَّ وهءهاتهى ٱلص لهوَٰةهَّ وهأهقهامهَّ ٱلرّقِهابَّ وهفَِّ وهٱلس آَٰئلِِيهَّ
ههدُوا َّ إِذها بعِههْدِهِمَّْ بِيِنهَّ َّۖعهَٰ ٱلْبهأْسَّ وهحِيهَّ وهٱلض ر آَٰءَِّ ٱلْبهأْسهآَٰءَِّ فَِّ وهٱلص َٰ  َّ 

 
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 5, Terj. Muhammda Nasruddin Al-

Albani (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), hlm 577 
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لهََٰٰٓئِكهَّ قُوا َّ ٱل ذِينهَّ أوُ  لهََٰٰٓئِكهَّ َّۖصهده ٱلْمُت  قُونهَّ هُمَُّ وهأوُ   
“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan 

wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan 

itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, 

hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak 

yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan 

(memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; 

menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar 

dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa 

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan 

mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.2(Al-Baqarah 

2: Ayat 177) 

Warisan adalah harta benda yang ditinggalkan 

oleh seseorang setelah kematiannya. Ibnu Hazm 

menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan pembagian 

warisan hanya untuk harta yang ditinggalkan oleh 

seseorang setelah meninggal, dan bukan untuk hal-hal 

lain di luar harta. Dengan kata lain, hanya harta benda 

yang dapat diwariskan, sedangkan hak-hak lainnya, 

seperti hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan 

menduduki tanah yang ditujukan untuk pengembangan, 

tidak diwariskan kecuali jika hak tersebut terkait 

langsung dengan harta yang diwariskan. Dalam mazhab 

Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, warisan meliputi tidak hanya 

harta yang ditinggalkan oleh si mayit tetapi juga hak-hak 

yang berkaitan dengan harta tersebut maupun hak-hak 

lainnya yang diwariskan.3 

Allah SWT telah menjelaskan tentang harta 

warisan dalam QS. An-Nisa’ Ayat 7 

 
2 Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah Al-Baqarah 

Ayat 177), hlm 27 
3 Ibid.,605 
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َّوهللِنِّسهَّ
ۖ
نَِّوهالْاهقْ رهبُ وْنه َّالْوهالِدَٰ ََّّللِرّجِهالَِّنهصِيْبٌَّمِّّ اَّت هرهكه اۤءَِّنهصِيْبٌَّمّّ اَّت هرهكه

بًاَّم فْرُوْضًاَّ َّنهصِي ْ
 
ثُ ره نَِّوهالْاهقْ رهبُ وْنهَّمّ اَّقهل َّمِنْهَُّاهوَّْكه  الْوهالِدَٰ

”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang 

wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan”.4 (Qs. An-Nisa’ 4: 

Ayat 7) 

Desa Banjarsari merupakan desa yang mayoritas 

masyarakatnya mempraktikan hibah sebagai cara untuk 

membagi warisan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam 

KHI pasal 211 berbunyi: “Hibah dari orang tua kepada 

anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.5 Problem 

yang dialami dalam pembagian hibah, yaitu pembagian 

yang dilakukan melebihi batas harta atau terkadang 

pembagian dilakukan sampai habis. Dalam KHI 

pembagian maksimal pembagian harta yaitu 1/3 harta 

yaitu terdapat dalam pasal 210: (1) Orang yang telah 

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan 

tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau 

lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) 

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari 

penghibah.6 

Pembagian hibah melebihi batas itu terjadi karena 

mayoritas masyarakat Desa Banjarsari pikirannya sudah 

 
4 Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah An-Nisa’ 4: 

Ayat 7), hlm 77 
5 Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 211 Tentang Hibah 
6 Kompilasi Hukum Islam, Bab VI Pasal 210 Ayat (1) dan (2) Tentang 

Hibah 
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terkonsep dan pembagian semacam itu sudah dilakukan 

secara turun-temurun, sehingga pembagian semacam itu 

sudah lazim terjadi dan sudah biasa dilakukan oleh 

masyarakat yang mempraktikkan hibah.7 Karena kasus 

pembagian hibah yang melebihi batas ini tidak dijelaskan 

secara detail di dalam Al-Qura’an maka dibutuhkan 

maṣlaḥah mursalah untuk menganalisisnya. 

Menurut bahasa maṣlaḥah berarti mendatangkan 

kebaikan atau menolak kerusakan, yaitu sesuatu yang 

baik , patut dan bermanfaat. Sedangkan mursalah yaitu 

terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (Al- 

Qur’an dan Hadits) yang membolehkan atau 

melarangnya.8 Sehingga maṣlaḥah mursalah dianggap 

cocok untuk menjadi sumber rujukan karena pembagian 

hibah yang melebihi batas tidak disebutkan dalam nash, 

namun praktik pembagiannya berhasil mengantisipasi 

terjadinya sengketa dan membawa manfaat secara umum 

dalam keluarga. 

Praktik hibah tersebut dilakukan dengan cara 

pembagian oleh orang tua kepada anak yaitu pembagian 

hibah yang diberikan semasa orang tua masih hidup dan 

pembagian dilakukan secara kekeluargaan dengan jumlah 

yang ditentukan oleh orang tua, terkadang pembagian 

diberikan secara rata dan terkadang pembagian dilakukan 

sesuai keinginan orang tua. Pembagian model tersebut 

mampu mengatasi terjadinya sengketa ahli waris, 

walaupun perbedaan jumlah yang diberikan, namum 

orang tua memberikan secara adil karena porsi anak itu 

 
7 Wawancara dengan Bapak Imam Taftazani sebagai kasie 

kesejahteraan Desa Banjarsari pada hari sabtu tgl 27 april 2024 pukul 16.00 

WIB 
8 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 15 
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beda-beda sehingga walaupun jumlah yang berbeda tapi 

tergolong pembagian yang adil. 

Desa Banjarsari merupakan desa yang memiliki 

jumlah penduduk 3.626 jiwa, kebanyakan dari warganya 

menggunakan sistem hibah, pembagian yang dilakukan 

kebanyakan dengan cara sama rata, karena dapat 

mengantisipasi sengketa ahli waris9. Pembagian dengan 

cara bagi rata berhasil mencegah perseteruan antar ahli 

waris. 

Contoh pembagian datang dari keluarga Pak 

Ngadiman adalah salah satu contoh keluarga yang 

menerapkan pembagian hibah yang dilakukan dengan 

sistem membagi sama rata. Keluarga pak Ngadiman 

terdiri dari Pak Ngadiman dan Ibu Warsini (alm) sebagai 

pemberi hibah sedangkanm Siti Mukayaton, Siti Romlah, 

Juripah, Sukarji, Kholidi, Prianto,dan Slamet Krisnadi 

sebagai penerima hibah. Jumlah harta yang dimiliki yang 

akan dihibahkan yaitu tanah 420 m dan rumah. 

Pada saat Ibu Warsini masih hidup pembagian 

dilakukan Pak Ngadiman secara rata yaitu masing-masing 

anak mendapat tanah sebesar 60 m. Mukayaton mendapat 

rumah Pak Ngadiman karena tinggal bersama. Sedangkan 

anak-anak Pak Ngadiman yang lain hanya mendapat 

tanah. Namun saat pembagian tidak ada anak Pak 

Ngadiman yang protes karena yang lain setuju dengan 

bagian yang diberikan Pak Ngadiman. Pembagian hibah 

dilakukan pada tahun 1999, sedangkan penelitian 

dilakukan tahun 2024. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan di Desa Banjarsari bahwasanya, praktik hibah 

 
9 Wawancara dengan Bapak Imam Taftazani sebagai kasie 

kesejahteraan Desa Banjarsari pada hari sabtu tgl 27 april 2024 pukul 16.00 

WIB 
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yang dilakukan sebagai antisipasi sengketa ahli waris di 

masyarakat merupakan pembagian yang dilakuakan oleh 

kebanyakan dari masyarakat Desa Banjarsari. Dalam hal 

ini, praktik hibah sebagai antisipasi sengketa ahli waris 

dilakukan seperti pembagian yang melebihi batas. 

Melihat fakta tersebut penulis tertarik untuk meneliti 

sehingga penulis melakukan suatu penelitian dengan 

judul “Pembagian Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa 

Ahli Waris (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak)’’ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di 

kemukakan pokok pokok permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik hibah yang dijadikan sebagai 

antisipasi sengketa waris di Desa Banjarsari 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

hibah sebagai antisipasi terjadinya sengketa ahli waris 

pada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Gajah 

Kabupaten Demak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui praktik hibah yang dijadikan 

sebagai antisipasi sengketa waris di Desa Banjarsari 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik hibah sebagai antisipasi terjadinya sengketa 

ahli waris pada masyarakat Desa Banjarsari 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, 

sekurang kurangnya sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan memperkaya khazanah 

keilmuan serta memberikan sumbagsih 

pengembagan ilmu dalam kajian tentang 

Pembagian hibah sebagai antisipasi sengketa ahli 

waris di Kabupaten Demak. 

2. Secara praktis 

Dari penelitian ini diharapkan hasil 

penelitian dapat berguna dan menambah 

wawasan bagi masyarakat, atau siapapun yang 

membaca tentang perbedaan konsep hibah dan 

harta warisan yang dianggap biasa oleh 

masyarakat, padahal itu sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup secara damai dengan 

keluarga untuk kedepanya. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat berguna bagi pembaca 

maupun peneliti-peneliti setelahnya, dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mahasiswa atau siapapun yang akan melakukan 

penelitian serupa dan menjadi sebagai salah satu 

sumber rujukan bagi siapaun yang 

membutuhkanya, terutama bagi mahasiswa 

sesama Jurusan Hukum Keluarga Islam. 

E. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pencarian dan pengamatan penulis, 

ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan terhadap 

penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya ilmiah 

tersebut yaitu: 

Pertama, Jurnal Penelitian oleh Shofatis Sa’adah dan 

Muhammad Hatami, berjudul "Urgensi Pemberian Hibah 
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Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan 

di Indonesia" (Program Studi Hukum Keluarga Islam, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), membahas 

pentingnya pemberian harta waris melalui hibah sebagai 

upaya untuk mencapai keadilan di masyarakat. Meskipun 

demikian, praktik ini masih dianggap kurang adil oleh 

sebagian kalangan. Sistem waris dalam Islam tetap 

dipertahankan dan tidak kehilangan keterkaitannya, 

meskipun pemberian harta waris dalam bentuk hibah 

telah lama terjadi di masyarakat, dari masa lalu hingga 

saat ini.10  

Kedua, Jurnal Penelitian oleh Mohd Kalam, Gamal 

Akhyar, dan Annisa Purnama Edward berjudul 

"Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Tapaktuan 

Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn" (Prodi Hukum Keluarga 

Islam, UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2021) membahas 

posisi ahli waris sebagai penerima hibah dalam konteks 

hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), hibah hanya dapat diberikan hingga sepertiga dari 

harta yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam pasal 210 

KHI. Hibah dari orang tua kepada anak, baik anak 

kandung maupun anak angkat, dapat dianggap sebagai 

bagian dari warisan. Dalam perspektif hukum Islam, 

penerima hibah tetap berhak menerima warisan. Namun, 

dalam pembagian warisan, perlu dipertimbangkan apakah 

ahli waris yang menerima hibah masih berhak menerima 

bagian warisan lainnya atau tidak.11 

 
10 Shofatis Sa’adah dan Muhammad Hatami, “Urgensi Pemberian 

Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan di Indonesia” , 

Jurnal Dirasat Islamiah, Vol. 9, no. 2, Mei 2022 
11 Mohad Kalam, dkk, “Kedudukan Ahli Waris SebagaimPenerima 

Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari’ah Tapaktun Nomor 

18/Pdt.G/2018/MS.Ttn”, Jurnal El-Usrah, Vol. 4, no. 1,Januari-Juni 2021. 
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Ketiga, Skripsi dari Yusrizal Pratama berjudul 

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada 

Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. 

Seluma Selatan, Kab. Seluma)" (Prodi Hukum Keluarga 

Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) membahas 

tentang praktik hibah kepada anak angkat di Desa Rimbo 

Kedui. Dalam keadaan sakit atau mendekati ajal, 

seseorang diperbolehkan menghibahkan harta bendanya 

secara adil dan merata kepada anak-anaknya. Harta yang 

biasa dihibahkan meliputi mobil, motor, tanah, hewan 

ternak, serta barang-barang lainnya yang dimiliki oleh 

orang tua.12 

Keempat, Skripsi oleh Hasrianingsih berjudul 

"Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya 

Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan 

(Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani 

Kabupaten Bone)" (Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN 

Alauddin Makassar) membahas tentang praktik 

pembagian harta di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, 

Kabupaten Bone, yang dilakukan saat orang tua masih 

hidup, melalui hibah. Masyarakat Desa Bana umumnya 

menghibahkan harta kepada anak-anak mereka sendiri. 

Proses hibah ini berlangsung secara damai, di mana orang 

tua mengumpulkan semua anaknya dalam suatu 

pertemuan, yang disaksikan oleh anggota keluarga yang 

dituakan, sehingga prosesnya bersifat terbuka dan 

transparan, mencegah terjadinya perselisihan.13 

 
12 Yusrizal , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada 

Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. 

Seluma)” , Skripsi UIN Fatmawati Sukarno (Bengkulu, 2022) 
13 Hasriningsih, “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya 

Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa 

Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)” , Skripsi UIN Alauddin 

(Makasar, 2021) 
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Kelima, Skripsi oleh Muliani berjudul "Praktik 

Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Di Dusun 

Belo Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten 

Lombok Tengah)" (Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN 

Mataram) membahas tentang pembagian harta warisan 

melalui hibah yang dilakukan ketika pewaris masih 

hidup. Pembagian harta ini dilakukan sesuai kehendak 

kepala keluarga, dengan pola yang berbeda-beda. 

Umumnya, pembagiannya meliputi beberapa tahap: a. 

Anak laki-laki pertama mendapatkan bagian yang lebih 

besar, b. Anak perempuan tidak diberi bagian jika ada 

anak laki-laki, c. Jika tidak ada saudara laki-laki, anak 

perempuan menerima bagian yang sama, dan d. Jika tidak 

ada saudara laki-laki atau perempuan, anak perempuan 

mendapatkan seluruh harta orang tua. 14 

Persamaan antara penelitian saya dengan penelitian 

sebelumnya yaitu, penelitian pertama samapi dengan 

penelitian kelima memiliki persamaan dengan skripsi 

sebelumnya yaitu hibah melebihi batas yaitu 1/3 dari 

harta, karena dalam pasal 210 (1) KHI: hibah maksimal 

1/3 harta.  

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian 

sebelumnya yaitu, penelitian pertama berisi tentang 

sengketa hibah antara anak dan bapak. Penelitian kedua 

berisi tentang sengketa penerima hibah (keponakan) 

dengan ahli waris. Skripsi ketiga berisi tentang pemberian 

hibah melebihi 1/3 harta bahkan ada yang diberikan 

semua kepada anak angkat. Skripsi keempat berisi tentang 

pembagian hibah merupakan kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat sebagai pembagian harta, pembagian harta 

dilakukan seadil adilnya oleh orang tua walaupun berbeda 

jumlah harta yang diberikan.  

 
14 Mulyani, “Praktik Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus di 

Dusun Belo Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)”, 

Skripsi UIN Mataram (Mataram, 2019) 
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Skripsi Kelima tentang pemberian sesuai keinginan 

orang tua entah adil ataupun tidak, harta yang diberikan 

melebihi 1/3 harta. Sedangkan skripsi saya berisi tentang 

pembagian hibah sebagai antisipasi sengketa ahli waris 

yang saya sebagai pembagian yang paling banyak di 

pakai di Desa Banjarsari dan pembagian lainnya berupa 

wasiat dan waris yang ditinjau menurut maṣlaḥah 

mursalah. 

F. Metodelogi Penelitian 

Metode penelitian merupakan alat utama dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten.15 Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu, baik 

di organisasi masyarakat maupun lembaga 

pemerintah.16 Penelitian lapangan digunakan untuk 

mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, 

yang biasanya dilakukan melalui wawancara.17  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu proses 

penelitian untuk memahami fenomena-fenomena 

manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran 

yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan  

dengan kata-kata , melaporkan pandangan terinci yang 

 
15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 17 
16 Sumardi  Suryabrata, Metodelogi penelitian  (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2006), hlm. 22 
17 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 21 
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diperoleh dari sumber informan , serta dilakukan  

dalam larar setting  yang alamiah.18 

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-

empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan 

hukum dalam masyarakat, pendekatan ini digunakan 

untuk melihat aspek hukum dalam masyarakat, dan 

memiliki fungsi untuk mengidentifikasi temuan bahan 

nonhukum untuk keperluan penelitian atau penulisan 

hukum.19 

Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena 

dianggap sebagai metode yang paling sesuai untuk 

mengidentifikasi masalah terkait pembagian hibah 

sebagai upaya pencegahan sengketa warisan di 

Kabupaten Demak. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi data primer, yaitu data yang dikumpulkan 

langsung oleh peneliti. Selain itu, data sekunder juga 

digunakan, yang merupakan data yang dikumpulkan 

oleh peneliti melalui pihak ketiga atau sumber tidak 

langsung. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, melalui wawancara, 

observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen.20 

Dalam hal ini peneliti melakukan  wawancara 

 
18 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian 

Kualitatif”. Jurnal Humanika , Vol. 21. NO. 1. (2021) 
19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm 105 
20 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2015), hlm 36 
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dengan tokoh masyarakat seperti lurah, modin dan 

warga Desa Banjarsari yang bersangkutan adalah 

salah satu contohnya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data-data pendukung 

berupa kumpulan-kumpulan buku-buku hukum, 

karya ilmiah sarjana, jurnal atau majalah terkait. 

Website dan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian.21 

 

3. Bahan Hukum 

Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan 

kekuatan ikat isinya dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan 

hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan 

meliputi Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum 

yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer 

dan mencakup semua publikasi tentang hukum 

yang bukan dokumen resmi. Ini meliputi buku teks, 

jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, kamus 

hukum, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, bahan 

sekunder terdiri dari semua bacaan yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan 

yang mendukung bahan hukum primer dan 

sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier yang 

digunakan mencakup artikel, berita, kamus, 

 
21 Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 156. 
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internet, dan sumber-sumber lain yang dapat 

memperkuat penelitian. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau 

cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar.22 Ada dua 

metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data yaitu sebagai berikut: 

a.  Dokumentasi 

Teknik yang dilakukan peneliti sebagai 

langkah awal dalam melakukan penelitian adalah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi 

dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan 

mengkaji bahan-bahan hukum yang diperlukan 

dalam penelitian.23 Seperti profil Desa Banjarsari 

dan kondisi sosial ekonomi Desa Banjarsari. 

b. Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah salah satu 

metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi yakni melalui kontak antara 

pewawancara dengan responden.24 Teknik ini 

digunakan ketika subjek kajian (responden) dan 

penelitian berada langsung bertatap muka antara 

penulis dengan yang bersangkutan yaitu tokoh 

masyarakat dan warga yang bersangkutan di Desa 

Banjarsari, dalam proses mendapatkan informasi 

bagi keperluan data primer. 

 

 
22 Sugiyono, Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2001) hlm 33 
23 Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Revisi 

(Jakarta: Yayasan Pustaka, 2021), hlm 69 
24 Elvinaro Ardianto, Metode Penelitian Untuk Public Relation 

Kuantitatif Dan Kualitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2014), hlm 61 
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5. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan masih belum 

memiliki arti bagi tujuan penelitian karena masih 

berupa data mentah. Data ini perlu diolah lebih lanjut. 

Proses berikutnya melibatkan pemeriksaan dan 

penelaahan data untuk memastikan bahwa data 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai 

dengan kenyataan. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan secara kualitatif.  

Analisis kualitatif adalah metode penelitian 

yang tidak melibatkan angka-angka, melainkan fokus 

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari fenomena 

sosial dan budaya. Metode ini menggunakan data dari 

kebudayaan masyarakat terkait untuk memperoleh 

pemahaman tentang pola-pola yang berlaku dalam 

konteks tersebut.25 Dalam analisis data, yang 

ditekankan adalah proses penyimpulan secara deduktif 

dan induktif, serta analisis terhadap dinamika 

hubungan fenomena yang diamati menggunakan 

logika ilmiah.  

a. Reduksi Data  

Reduksi data dilakukan dengan cara 

mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek 

permasalahan atau fokus penelitian. Proses ini 

mencakup merangkum, memilih informasi utama, 

memusatkan perhatian pada hal-hal penting, serta 

mencari pola dan tema. Dengan mereduksi data, 

peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah pengumpulan data 

selanjutnya serta pencarian informasi yang 

diperlukan.  

b. Penyajian Data  

Menyajikan data berarti mengorganisasi 

informasi sedemikian rupa sehingga 

 
25 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1996), lm 20. 



16 

 

 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan 

tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat 

disajikan melalui uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, atau bentuk lain yang relevan. 

Dalam penelitian ini, data akan disajikan secara 

teknis menggunakan tabel, foto, dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang belum ada 

sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan ini 

dapat menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan di awal penelitian, namun juga 

mungkin tidak, karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif bersifat 

sementara dan dapat berkembang saat penelitian 

berlangsung di lapangan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab 

permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan 

sistematika sebagai berikut:  

Bab I :  Pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan 

menguraikan judul penelitian, latar belakang, serta 

rumusan masalah yang menjadi dasar pelaksanaan 

penelitian. Tujuan penelitian juga akan dirumuskan 

sebagai pedoman penelitian, bersama dengan telaah 

pustaka yang berguna untuk menjelaskan gambaran dan 

posisi objek penelitian. Selanjutnya, penulis akan 

menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian serta sistematika penulisan skripsi melalui 

penjabaran langkah atau tahapan penelitian. 

Bab II : Bab ini membahas landasan teori terkait 

pengertian hibah, wasiat, dan waris. Penulis akan 

menguraikan tinjauan umum mengenai pokok-pokok 

pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan 
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yang diangkat, yaitu konsep pembagian yang ditinjau 

berdasarkan hukum Islam dengan konsep maṣlaḥah 

mursalah . Uraian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-

bab untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Bab III : Pembahasan. Bab ini berisi tentang urain 

tentang hasil yang diperoleh penulis selama melakukan 

penelitian baik berupa data maupun fakta objek 

penelitian. Penulis akan meguraikan mengenai gambaran 

umum Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak, serta pelakasanaan hibah sebagai cara pembagian 

harta warisan sebagai antisipasi perseteruan antar anggota 

keluarga. 

Bab IV : Analisis. Bab ini berisi menganalisis 

tentang efektifitas pembagian hibah sebagai antisipasi 

sengketa ahli waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah 

Kabupaten Demak, untuk menghindari perseteruan antar 

anggota keluarga. 

Bab V : Dalam bab ini berisi penutup yang 

berisikan tentang kesimpulan guna meberikan jawaban 

terhadap persoalan yang telah diteliti. Bab ini dibagi 

menjadi sub bab yaitu kesimpulan, saran, dan penutup. 
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BAB II 

 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN 

HIBAH SEBAGAI ANTISIPASI SENGKETA AHLI WARIS 

A. Hibah 

1. Pengertian Hibah 

Hibah secara etimologi adalah bentuk 

maṣhdar dari kata wahaba yang dimana kata tersebut 

digunakan dalam al-Qur'an beserta kata turunan 

sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba berarti 

memberi, apabila yang menjadi subjeknya adalah 

Allah maka artinya memberi karunia, atau 

menganugerahi. Sedangkan secara istilah, hibah 

adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi 

(aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui 

dengan jelas ketika pemberi masih hidup.26 

Hibah menurut hukum syari’ah adalah akad 

untuk memberikan harta benda kepada orang lain 

secara cuma-cuma selama masa hidup orang tersebut. 

Seseorang memberikan hartanya kepada orang lain 

untuk digunakan tanpa hak milik, maka hal itu 

disebut pinjaman, jika seseorang memberi kepadamu 

sesuatu yang merupakan harta misalnya khamar atau 

bangkai, maka benda itu tidak memenuhi syarat 

sebagai hadiah dan bukan pula pemberian, apabila 

suatu hak milik tidak dilaksanakan selama hidup 

pemberinya tetapi dialihkan setelah kematiannya, 

maka hal itu disebut wasiat. Pemberian disertai 

dengan imbalan, itu adalah penjualan dan berlaku 

hukum penjualan.27 Menurut kamus Ilmiah Al-Quran, 

 
26Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, 2015), hlm 375. 
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hibah berarti pemberian baik lisan maupun 

tulisan, yang diberikan kepada seseorang selama 

hidupnya tanpa adanya harapan imbalan.28  

Menurut ulama fiqih, kata hibah dirumuskan 

dalam rumusan yang berbeda-beda, menurut mazhab 

Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda 

dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, 

sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan 

miliknya sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada 

orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. 

Mazhab Syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa 

hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu 

hidup.29 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 

poin g “Hibah adalah pemberian suatu benda dari 

pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan 

berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.30 Syarat 

seseorang dapat menghibahkan hartanya telah diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210: (1) Orang 

yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, 

berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat 

menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 

bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 

dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang 

dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.31 

Dalam KHI pasal 211 berbunyi: “Hibah dari 

orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan 

sebagai warisan.32 Hibah diberikan melalui konsultasi 

 
28 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 

2006), cet ke-2, hlm 99 
29 Muhammad Ajib, Fiqih Hibah dan Waris,(Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2019), hlm 10 
30 Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 171 point g Tentang Hibah 
31 Kompilasi Hukum Islam, Bab VI Pasal 210 Ayat (1) dan (2) 

Tentang Hibah 
32 Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 211 Tentang Hibah 
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dengan anak-anak yang ada dan dengan persetujuan 

mereka untuk menghindari perselisihan keluarga. 

Prinsip pelaksanaan pemberian dari orang tua kepada 

anak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW 

bahwa pembagiannya harus merata meskipun ada 

perbedaan, dan hal itu hanya dapat dilakukan jika 

mereka sepakat. Ditegaskan bahwa sumbangan 

dianggap sebagai harta warisan. Beberapa orang 

mungkin melihat pola pembagian ini  sebagai sikap 

kebimbangan umat Islam terhadap masalah warisan.33 

Namun hibah juga dapat ditarik kembali, 

yaitu hibah orang tua terhadap anaknya. Dasar 

hukumnya terdapat pada pasal 212 Kompilasi Hukum 

Islam yang berbunyi: “Hibah tidak dapat ditarik 

kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.34  

2. Dasar Hukum Hibah 

a. Sumber Hukum Al-Qur’an 

Dasar hukum hibah dapat kita pelajari dan 

dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT, dalam 

Al Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang 

berbunyi: 

 وهٱلْمهغْرِبَّ ٱلْمهشْرقَِّ قِبهلهَّ وُجُوههكُمَّْ تُ وهلُّوا َّ أهنَّ ٱلْبِ َّ ل يْسهَّ
 وهٱلْمهلهََٰٰٓئِكهةَِّ ٱلْءهاخِرَِّ وهٱلْي هوْمَّ بٱِللّ َِّ ءهامهنهَّ مهنَّ ٱلْبِ َّ وهلهَٰكِن َّ

ۦنهَّ وهٱلْكِتهَٰبَّ  ٱلْقُرْبهََّٰ ذهوِى حُبِّهِۦ عهلهىََّٰ ٱلْمهالهَّ وهءهاتهى وهٱلن بِِّ
كِيهَّ وهٱلْي هتهَٰمهىََّٰ  ٱلرّقِهابَّ وهفَِّ وهٱلس آَٰئلِِيهَّ ٱلس بِيلَّ وهٱبْنهَّ وهٱلْمهسهَٰ
ههدُوا َّ إِذها بعِههْدِهِمَّْ وهٱلْمُوفُونهَّ ٱلز كهوَٰةهَّ وهءهاتهى ٱلص لهوَٰةهَّ وهأهقهامهَّ  َّۖعهَٰ

 
33 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Perkasa, 1998), hlm 473 
34 Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 212. Teentang Hibah 
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بِيِنهَّ لهََٰٰٓئِكهَّ َّ ٱلْبهأْسَّ وهحِيهَّ وهٱلض ر آَٰءَِّ ٱلْبهأْسهآَٰءَِّ فَِّ وهٱلص َٰ  أوُ 
قَُّ ٱل ذِينهَّ لهََٰٰٓئِكهَّ َّۖوا َّصهده ٱلْمُت  قُونهَّ هُمَُّ وهأوُ   

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan 

wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan 

kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang 

beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-

malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan 

harta yang dicintainya kepada kerabat, anak 

yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan 

(memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan 

salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila 

berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, 

dan pada masa peperangan. Mereka itulah 

orang-orang yang benar dan mereka itulah 

orang-orang yang bertakwa”.35(Al-Baqarah 2: 

Ayat 177) 

b. Sumber Hukum Hadis 
Allah SWT telah mensyariatkan hibah karena 

dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan 

cinta antara manusia, Abu Hurairah r.a 

meriwayatkan bahwa Rasulluah saw, bersabda: 
 : قهالهَّ وهسهل مهَّ عهلهيْهَِّ اللّ َُّ صهل ى الن بَِّّ عهنَِّ هُرهيْ رهةهَّ أهبَِّ وهعهنَّ
 ي هعْلهى وهأهبوُ الْمُفْرهدِ، الْْهدهبَّ فَِّ الْبُخهاريَُِّّ رهوهاهَُّ .تَههابوُا تَههادُوْا
حهسهن َّ بِِِسْنهاد َّ  

"Hendaklah kalian saling memberi 

hadiah, agar kalian saling mencintai. "835 (HR. 

 
35 Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah Al-Baqarah 

Ayat 177), hal. 27 
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Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan 

Abu Ya'la dengan sanad hasan.36 

Hadis tentang pembagian hibah secara adil 

kepada anak, Dari Nu'man dari Basyir RA: 
هَُّ أهن َّ - عهنْهَُّ اللّ َُّ رهضِيهَّ - بهشِي َّ بْنَِّ الن ُّعْمهانَّ عهنَِّ  أهتهى أهبِه
َّ :ف هقهالهَّ وهسهل مهَّ عهلهيْهَِّ اللّ َُّ صهل ى اللّ َِّ رهسُولَّ إِلهَّ بهَِِّ  نَههلْتَّ إِنِّ

ا ابْنَِّ مًا ههذه  اللَُّ صهل ى اللّ َِّ رهسُولَّ ف هقهالهَّ لِ، كهانهَّ غُلَه
لاهَّ :ف هقهالهَّ ههذها؟ مِثْلهَّ نَههلْتههَُّ وهلهدهكهَّ أهكُل َّ) :وهسهل مهَّ عهلهيْهَِّ  ، 

فهارْجِعْهَُّ :وهسهل مهَّ عهلهيْهَِّ اللّ َُّ صهل ى اللّ َِّ رهسُولَّ ف هقهالهَّ ). 

 وهسهل مه؛ عهلهيْهَِّ اللّ َُّ صهل ى الن بَِّّ إِلهَّ أهبَِّ فهانْطهلهقهَّ : لهفْظ وهفَِّ
ا أهف هعهلْتهَّ :ف هقهالهَّ صهدهقهتِِ، عهلهى ليُِشْهِدههَُّ  بِوهلهدِكهَّ ههذه
، :قهالهَّ كُلِّهِمْ؟ دكُِمْ، بهيْهَّ وهاعْدِلُوا اللّ هَّ ات  قُواَّ لاه  ف هرهجهعهَّ أهوْلاه
قهةهَّ تلِْكهَّ ف هرهد َّ أهبَِّ عهلهيْهَِّ مُت  فهقَّ .(الص ده . 

ا عهلهى فهأهشْهِدَّ :قهالهَّ لِمُسْلِم َّ روِهايهة َّ وهفَِّ  :قهالهَّ ثُ َّ غهيِْي، ههذه
 :قهالهَّ ب هلهى، :قهالهَّ اءٌ؟سهوهَّ الْبَِِّّ فَِّ لهكهَّ يهكُونوُا أهنَّْ أهيهسُرُّكهَّ
إِذهنَّْ فهلَهَّ ) 

Dari Nu'man dari Basyir RA, bahwa 

ayahnya (Basyir) datang kepada Rasulullah SAW 

dan berkata, "Aku telah memberikan anakku ini 

 
36 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, As-Subul As-Salam 

Syarah Bulughul Maram. Terj Muhammad Isnan,dkk. (Jakarta Timur: Darus 

Sunnah Press, 2008), hlm 555 
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seorang budak muda milikku." Rasulullah SAW 

lalu bertanya, "Apakah kamu memberikan setiap 

anakmu seperti ini?" Basyir menjawab, "Tidak." 

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tarik 

kembali pemberianmu!. 

Dalam redaksi lain, "Lalu ayahku pergi menemui 

Rasulullah SAW untuk meminta kesaksian beliau 

atas sedekah yang diberikan kepadaku." 

Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu 

berbuat hal ini juga kepada setiap anakmu?" 

Ayahiku menjawab, "Tidak." Beliau SAW 

bersabda, "Bertakwalah kepada Allah SWT. dan 

berbuat adillah di antara anak-anakmu." Lalu 

ayahku menarik kembali sedekah itu. (HR. 

Muttafaq 'Alaih).37 

3. Rukun Hibah dan Syarat Hibah 

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada 

empat, yaitu: 

a. Orang yang memberi (al-wâhib) 

Adapun bagi pemberi (wâhib), jika ia dalam 

keadaan sehat dan mempunyai kuasa untuk 

mengurus urusannya sendiri, maka ia menjadi 

pemilik barang tersebut.Menurut sebagian besar 

ulama, jika orang  sakit menghibahkan sesuatu 

kepada orang lain lalu meninggal dunia, maka 

pemberian itu terhitung sepertiga dari harta 

warisan orang tersebut. 

b. Orang yang diberi (al-mauhûb lah) 

Adapun  yang diberi (al-mauhub lah)  bisa 

siapa saja. Dengan persetujuan ulama, seseorang 

dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang  

yang bukan sanak saudaranya. Kalau memberi 

seluruh harta  kepada sebagian anak saja, atau 

 
37 Ibid., 135 
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memberi lebih kepada sebagian anak, hukumnya 

makru menurut sebagian besar ulama. 

 Jika hal ini terjadi, maka  tetap diperbolehkan. 

c. Benda yang diberikan (al-mauhûb) 

Benda yang diberikan adalah barang yang 

diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada 

prinsipnya segala macam hak milik, seperti tanah, 

harta pribadi dapat dihibahkan. 

d. Sīgah 

Sīgah adalah persetujuan yang berupa 

ucapan oleh seseorang yang mampu berbicara, 

dan berarti persetujuan yang tegas ketika 

seseorang mengucapkan “saya hibahkan kepada 

kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan 

milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan 

binatang ini sebagai tunggangannmu” dan lain-

lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti 

ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini 

diucapkan dengan niat hibah.38 

 

Adapun syarat-syarat hibah diantaranya 

adalah: 

1) Syarat-syarat pemberi hibah syarat-syarat pemberi 

hibah yaitu:  

a. Pemberi hibah harus sebagai pemilik hibah.  

b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi 

haknya.  

c. Pemberi hibah harus sudah balig, dan layak 

untuk akad hibah.  

d. Pemberi hibah tidak dipaksa harus inisiatif 

sendiri 

2) Syarat-syarat penerima hibah 

 
38 Zakiyatul Ulya, “ Hibah Perfektif Fiqih,KHI dan Khes”, Jurnal 

Maliyah, Vol 07, No. 02 Desember 2017 
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Syarat-syarat penerima hibah yaitu 

penerima hibah harus hadir pada saat pemberian, 

namun jika masih anak-anak atau tidak waras, 

maka orang tua, wali, atau pendidiknya akan 

menerima hadiah tersebut, meskipun orang 

tersebut adalah orang asing. 

3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan Syarat-

syarat barang yang dihibahkan yaitu: 

a. Barang harus benar-benar ada  

b. Benda tersebut bernilai 

c. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni 

bahwa barang yang dihibahkan adalah 

sesuatu yang dimiliki, diterima 

peredarannya, dan kepemilikan dapat 

berpindah tangan.  

d. Tidak berhubungan dengan tempat mililik 

pemberi hibah secara tetap, seperti 

menghibahkan tanaman, pohon, atau 

bangunan tanpa tanahnya.  

e. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan 

bukan milik umum.39 

4)  Sīgah Ijab-Qabul Syaratnya menurut para ulama 

mazhab Syafi’iyyah adalah:  

a. Bersambungnya antara qabul dengan ijab 

tanpa adanya pemisah yang secara   syara’ 

dianggap berpengaruh terhadap keabsahan 

ijab qabul tersebut. 

b. Tidak adanya pengaitan dengan syarat 

Karena  hibah adalah pemberian harta benda, 

dan pemberian harta tidak dapat dikaitkan 

dengan sesuatu yang mungkin terjadi atau  

tidak  terjadi. 

 
39 Syyaid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 5, Terj. Muhammad Nasruddin 

AL-Albani (Jakarta: Cakrawala Publisishing, 2009), hlm 552 
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c. Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti 

satu bulan atau satu tahun, karena hibah 

merupakan pemberian kepemilikan terhadap 

benda secara mutlak. 

4. Macam-Macam Hibah 

Ada dua macam hibah  yang dikenal di dalam 

ilmu fiqih yaitu : 

a. Hibah ‘Umrâ 

Hibah ‘umrâ menurut Syyaid Sabiq adalah 

seseorang yang memberikan hibah kepada orang 

lain sepanjang umurnya, jika orang yang diberi 

mati, maka sesuatu yang diberi itu kembali 

menjadi milik pemberi yaitu diberikan kepada 

ahli warisnya.40 Jadi hibah ini berlaku selama 

yang diberi hibah itu hidup.  

Seperti jika seorang memberikan tempat 

tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. 

hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama 

dalam tiga pendapat:  

Pendapat pertama adalah pendapat Imam 

Syafi’i. Abu Hanifah, ats Tsauri, Ahmad dan 

sekelompok fuqaha lainnya, adalah apabila hibah 

tersebut adalah hibah  yang terputus sama sekali, 

yakni hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok 

barangnya.Pendapat kedua adalah pendapat 

Imam Malik dan para pengikutnya, adalah 

apabila orang tersebut meninggal dunia maka 

barang tersebut kebali kepada pemberi hibah atau 

ahli warisnya. Pendapat ketiga pendapat Dawud 

dan Abu Tsaur, adalah Jika dalam akad tersebut 

tidak disebut soal keturunan, maka sesudah 

 
40 Syyaid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 5, Terj. Muhammad Nasruddin 

AL-Albani (Jakarta: Cakrawala Publisishing, 2009), hlm 563 
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meninggalnya orang yang diberi hibah, barang 

tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli 

warisnya.41 

b. Hibah Ruqbâ 

Hibah ruqbâ adalah pemberian yang 

bersyarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada 

si pemberi hibah, apabila si penerima hibah 

meninggal dunia lebih dahulu, apabila pemberi 

meninggal lebih dahulu, maka hak kepemilikan 

tetap pada si penerima.42 

 اللّ َُّ صهل ى اللّ َِّ رهسُوْلَّ قهالهَّ :قهالهَّ عهنْهَُّ اللَُّ رهضِيهَّ جهابِر َّ وهعهنَّ
 :وهلِمُسْلِم َّ .عهلهيْهَِّ مُت  فهقَّ .لههَُّ وُهِبهتَّ لِمهنَّ العُمهرهى :وهسهل مهَّ عهلهيْهَِّ

 أهعْمهرهَّ مهنَّ فهإِن هَُّ ، فْسِدُوههات َُّ وهلاهَّ أهمْوهالهكُمَّْ عهلهيْكُمَّْ أهمْسِكُوا
تًا حهيًّا أعُْمِرههها للِ ذِي فههِيهَّ عُمْرهى  : لهفْظ فَِّ وهَّ وهلعِهقِبِهَِّ وهمهي ْ

 وهسهل مهَّ عهلهيْهَِّ اللّ َُّ صهل ى اللّ َِّ رهسُوْلَّ أهجهازههها ال تَِِّ الْعُمْرهى إِنَّ ها
 .صهاحِبِهها إِلهَّ ت هرْجِعَُّ فهإِنَّ ها عِشْتهَّ مها لهكهَّ هِيهَّ : ي هقُوْلهَّ أهنَّْ

 أرُْقِبهَّ فهمهنَّ  تُ عْمِرُوا وهلاهَّ تُ رْقُ بُواَّ لا :وهالن سهائِي دهاوُدهَّ وهلِْهبَِّ
ئًا ئًا أعُْمِرهَّ أهوَّ شهي ْ لِوهرهثهتِهَِّ ف ههُوهَّ شهي ْ . 

Dari Jabir Radhiyallau Anhu bahwa 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bersabda, " ‘umrâ itu menjadi milik bagi orang 

yang diberi." (Muttafaq Alaih) 830 Dalam 

riwayat Muslim, "Jagalah hartamu dan jangan 

 
41 Muhammad Ajib, Fiqih Hibah dan Waris,(Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2019), hlm 23 
42 Hasbie Ash Shidieqy, Pengantar ilmu Fiqih, Cet II (Semarang:PT 

Pustaka Rizki Putra, 2017), hlm 238 
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menghamburkannya, karena siapa yang 

ber'umra, maka itu menjadi milik orang yang 

diberi 'umra selama ia hidup dan mati, dan 

menjadi milik keturunannya. "831 Dalam riwayat 

lain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

menjelaskan bahwa ‘umrâ yang dibolehkan 

adalah apabila ia berkata, " Ia menjadi milikmu 

dan keturunanmu." Jika ia berkata, "la menjadi 

milikmu selama kamu hidup." maka pemberian 

itu akan kembali kepada pemiliknya. Dalam 

riwayat Abu Dawud dan An- Nasa'i, "Jangan 

memberi ruqbâ dan‘umrâ; sebab barangsiapa 

menerima ruqbâ atau ‘umrâ maka ia menjadi 

milik ahli warisnya43 

B. Waris 

1. Pengertian Ilmu Waris Islam 

Ilmu mawaris adalah cabang dari ilmu fikih 

yang penting dalam Islam, karena memungkinkan 

pembagian harta warisan dilakukan secara adil 

kepada pihak-pihak yang berhak, sekaligus 

menghindari perselisihan terkait pembagian tersebut. 

Dengan memahami ilmu mawaris, tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan. Ilmu mawaris harus 

dipahami dengan baik agar pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan. Ilmu waris, atau ilmu Faraidh, 

mengajarkan prinsip keadilan dalam pembagian 

harta warisan.44 

Ilmu waris Islam adalah masalah-masalah 

pembagian harta warisan atau disebut juga ilmu 

Faraidh, sedangkan secara terminologis ilmu waris 

 
43 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, As-Subul As-Salam 

Syarah Bulughul Maram. Terj Muhammad Isnan,dkk. (Jakarta Timur: Darus 

Sunnah Press, 2008), hlm 552 
44 Nurdin, “Penetapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Al-Mawaris 

Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh 2020”. Jurnal Muddarisuna, Vol. 10 No.3 

Juli-September 2020. 
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Islam mempunyai beberapa definisi mengenai 

istilah-istilah seperti:  

1. Aturan fiqih dan cara perhitungan penentuan 

bagian warisan masing-masing ahli waris. 

2. Gunakanlah ilmu pengetahuan untuk menentukan 

ahli waris mana yang boleh mewarisi dan ahli 

waris mana yang tidak dapat mewarisi, serta 

mengetahui proporsi bagian masing-masing ahli 

waris. 

Dengan demikian, ilmu waris Islam 

mencakup tiga unsur penting di dalamnya: 

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang 

menjadi ahli waris. 

2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris. 

3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat 

berhubungan dengan pembagian harta warisan, 

sedangkan objek kajian ilmu ini adalah At-Tirkah 

'harta peninggalan' si mayit yang bertujuan untuk 

memenuhi hak para 'yang berhak menerimanya'.45 

Sedangkan menurut KHI Pasal 171 Hukum 

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 

(tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-

masing.46 

2.    Sumber Hukum Waris Islam 

a. Sumber Al Quran  

Sumer hukum yang pertama adalah Sumber 

AI-Qur'an, yaitu yang terdapat dalam : QS. An-

Nisaa ': 7 
 

45 Kementrian agama RI, Panduan Praktis Pembagian Waris(Jakarta: 

Bimas Islam, 2013), hlm 14. 
46 KHI Pasal171 Tentang Waris 
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َّوهللِنِّسهاۤءَِّ
ۖ
نَِّوهالْاهقْ رهبُ وْنه َّالْوهالِدَٰ للِرّجِهالَِّنهصِيْبٌَّمِّّ اَّت هرهكه

نَِّوهالْاهقْ رهبُ وْنهَّمّ اَّ َّالْوهالِدَٰ َََّّّنهصِيْبٌَّمّّ اَّت هرهكه ثُ ره  قهل َّمِنْهَُّاهوَّْكه
بًاَّم فْرُوْضًاَّ  نهصِي ْ

  “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya 

dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, 

menurut bagian yang telah ditetapkan”.47 (Qs. 

An-Nisa’ 4: Ayat 7) 

ََّّۚفهإِنَّ َّٱلْْنُث هيهيِْ َّفََِّٰٓأهوْلهَٰدكُِمََّّْۖللِذ كهرَِّمِثْلَُّحهظِّ يوُصِيكُمَُّٱللّ 
ََّّۖوهإِنَّكهانهتَّْ َّثُ لُثهاَّمهاَّت هرهكه َّف هلههُن  َّٱثْ ن هتهيِْ كُن َّنِسهآَٰءًَّف هوْقه

ن ْهُمهاَّٱلسُّدُسَُّوهَٰحِدهةًََّّ َّوهَٰحِد َّمِّ ف هلهههاَّٱلنِّصْفََُّّۚوهلِْهب هوهيْهَِّلِكُلِّ
َّأهب هوهاهَُّ َّيهكُنَّل هُۥَّوهلهدٌَّوهوهرثِههُۥَٰٓ َّإِنَّكهانهَّلههُۥَّوهلهدٌََّّۚفهإِنَّلَّْ  مّ اَّت هرهكه

هَِّٱلسُّدُسََُّّۚمِنَّۢ َّإِخْوهةٌَّفهلِِمُِّ َّلههُۥَٰٓ هَِّٱلث ُّلُثََُّّۚفهإِنَّكهانه فهلِِمُِّ
َّب هعْدَِّوهَّ صِي ة َّيوُصِىَّبِِهآََّٰأهوَّْدهيْن َّ َّءهابِهَٰٓؤكُُمَّْوهأهبْ نهآَٰؤكُُمَّْلاه

َّ َّإِن َّٱللّ هَّ َّٱللِّ  َّأهي ُّهُمَّْأهقْ رهبَُّلهكُمَّْن هفْعًاََّّۚفهريِضهةًَّمِّنه تهدْرُونه
 كهانهَّعهلِيمًاَّحهكِيمًاَّ

“Allah mensyratiatkan (mewajibkan) 

kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) 

anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-

laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semuanya 

 
47 Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah An-Nisa’ 4: 

Ayat 7), hal. 78 
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perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka 

bagian mereka duapertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, maka dia memperoleh setengah 

(harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-

bapak, bagian masingmasing seper enam dari 

harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang 

meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 

diwarisis oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka 

ibunya mendapat seper enam. (pembagian-

pembagian tersebut diatas) setengah (dipenuhi) 

wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 

utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara 

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. 

Ini adalah keteapan Allah. Sungguh Allah maha 

mengetahui lagi maha bijaksana” .48 (Qs. An-

Nisa’ 4: Ayat 11) 

َّوهلهدٌََّّۚفهإِنَّ َّيهكُنَّلَّ نُ  َّأهزْوهَٰجُكُمَّْإِنَّلَّْ  وهلهكُمَّْنِصْفَُّمهاَّت هرهكه
ََّّۚمِنَّۢب هَّ َّوهلهدٌَّف هلهكُمَُّٱلرُّبعَُُّمّ اَّت هرهكْنه عْدَِّوهصِي ة َّكهانهَّلَّهنُ 

َّيهكُنَّل كُمَّْ َّٱلرُّبعَُُّمّ اَّت هرهكْتُمَّْإِنَّلَّْ  َّبِِهآََّٰأهوَّْدهيْن ََّّۚوهلَّهنُ  يوُصِيه
نَّۢب هعْدَِّ َّٱلثُّمُنَُّمّ اَّت هرهكْتُمََّّۚمِّ وهلهدٌََّّۚفهإِنَّكهانهَّلهكُمَّْوهلهدٌَّف هلههُن 

ورهثَُّكهلهَٰلهةًَّأهوَِّوهصِي ة َّتوُصُونهَّبِِهآََّٰأهوَّْدهيْن َّ َّوهإِنَّكهانهَّرهجُلٌَّيَُّ
ن ْهُمهاَّٱلسُّدُسََُّّۚفهإِنَّ َّوهَٰحِد َّمِّ َّأهخٌَّأهوَّْأخُْتٌَّفهلِكُلِّ ٱمْرهأهةٌَّوهلههُۥَٰٓ

 
48 Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah An-Nisa’ 4: 

Ayat 1), hal. 78 
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َّف ههُمَّْشُرهكهآَٰءَُّفَِّٱلث ُّلُثََِّّۚمِنَّۢب هعْدَِّ َّمِنَّذهَٰلِكه َّأهكْث هره
كهانُ وَٰٓا 

َّٱللّ َِّ َّبِِهآََّٰأهوَّْدهيْن َّغهيْهَّمُضهآَٰرّ ََّّۚوهصِي ةًَّمِّنه َّ َّوهصِي ة َّيوُصهىَٰ
َّعهلِيمٌَّحهلِيمٌَّ  وهٱللّ 

 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua 

dari harta yang ditinggalkan oleh siteri-isterimu, 

jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-

istrimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalakannya sesudah dipenuhi yang mereka 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 

Para isteri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 

anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para 

isteri maka para isteri meperoleh seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 

sesudah dibayra hutang-hutangmu. Jika 

seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 

saja) atau seorang seorang saudara perempuan 

(seibu saja), maka bagi masingmasing dari kedua 

jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 

saudar-saudara seibu itu lebih dari seorang, 

maka mereka bersekutu dalam hal sepertiga itu, 

sesudah dipenuhi wasiat olehnya atau sesudah 

dibayar hutangnya dengan tidak memberi 

mudharat (kepada ahli waris)”.49 (Qs. An-Nisa’ 

4: Ayat 12) 

b. Sumber Hadits:  

 
49 Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah An-Nisa’ 4: 

Ayat 12), hal. 79 
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 اللّ َِّ رهسُوْلَّ قهالهَّ :قهالهَّ عهن ْهُمها اللّ َُّ رهضِيهَّ عهب اس َّ ابْنَِّ عهنَِّ
 بهقِيهَّ فهمها هْلِهها،بهَِّ الْفهرهائِضهَّ أهلْْقُِواَّ :وهسهل مهَّ عهلهيْهَِّ اللّ َُّ صهل ى
عهلهيْهَِّ مُت  فهقَّ ذهكهر َّ رهجُل َّ وهلهَّ لا ف ههُوهَّ  

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma 

berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Berikan bagian warisan 

kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik 

laki-laki yang paling terdekat." (Muttafaq Alaihi) 
50 

 

3. Syarat dan Rukun Pewaris 

Syarat Waris: 

1. Kepastian kematian pemilik harta. 

2. Kepastian masih hidupnya ahli waris. 

3. Kepastian diketahuinya hubungan Ahli Waris.51 

 

Rukun pewarisan dalam islam : 

1. Pemilik harta adalah adanya mayit atau pemilik 

harta yang telah meninggal dunia.Dengan kata 

lain, seseorang yang mewariskan hartanya, bisa  

dari orang tua, saudara, atau salah satu dari 

pasangan suami istri. Ahli waris juga bisa 

digambarkan sebagai seseorang yang  meninggal 

dan  meninggalkan sesuatu untuk diwariskan 

kepada keluarga yang masih hidup. 

2. Ahli waris adalah ahli waris si mayit yaitu, 

seseorang yang mempunyai hubungan 

kekerabatan yang menghasilkan warisan, yaitu 

 
50Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, As-Subul As-Salam 

Syarah Bulughul Maram. Terj Muhammad Isnan,dkk. (Jakarta Timur: Darus 

Sunnah Press, 2008), hlm 853 
51 Kementrian agama RI, Panduan Praktis Pembagian Waris(Jakarta: 

Bimas Islam, 2013), hlm 21. 
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hubungan kekerabatan,hubungan perkawinan, 

dan hubungan kekerabatan yang timbul dari 

pembebasan budak.  

3. Harta warisan adalah adanya harta yang 

ditinggalkan si mayit, warisan menurut hukum 

Islam diartikan sebagai segala  sesuatu yang 

ditinggalkan oleh seorang ahli waris yang dapat 

dialihkan secara sah kepada ahli warisnya.52 

Sedangkan menurut KHI Pasal 171 poin (b), (c), dan 

(d) tentang waris adalah: 

1. Pewaris adalah orang yang pada saat 

meninggalnya atau dinyatakn meninggal 

berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan 

2. Ahli waris: orang yang pada saat meninggal 

dunia mempunyai hubungan darah atau 

hubungan perkawinan dengan pewaris, beraga 

islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 

menjadi ahli waris. 

3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah 

bagian untuk keperluan pewaris selama sakit  

sampai meninggalny, biaya pengurusan jenazah, 

(pembayaran hutang dan pemberian untuk 

kerabat.53 

4. Hal-Hal Yang Dapat Menghalangi Seseorang 

Mendapat Warisan 

Yang dapat menghalangi seseorang untuk 

menerima warisan ada 3 yaitu: 

1. Penghambaan 

Penghambaan atau disebut juga dengan 

hamba sahaya yaitu seseorang yang dapat 

 
52 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam 

(Surabaya:Pustaka Radja 2016), hlm 96. 
53 KHI Pasal 171 tentang kewarisan 
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dimikiki, dijual, dihibahkan, diwarisi sebgai harta 

dan diatur tuannya. Dia sendiri tidak dapat 

mengatur dirinya secara independen. Status 

hamba sahaya menjadi penghalang menerima 

warisan karena hamba sayaha tidak memiliki hak 

kepemilikan. 

2. Pembunuhan 

Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa 

secara langsung atau sebagai penyebab kematian. 

Pembunuhan yang menghalangi menerima harta 

warisan adalah pembunuhan dengan alasan yang 

tidak benar, yaitu membunuh dengan sengaja. 

Sebab terkadang ahli waris membunuh pemilik 

harta agar segera meninggal supaya dia segera 

mendapat harta warisan.  

3. Perbedaan agama 

Seorang ahli waris da pemilik harta yang 

memiliki agama yang berbeda, contoh pemilik 

harta beragama islam sedangkan ahli waris 

beragama non-islam, dalam kondisi ini mereka 

tidak dapat saling mewarisi karena hubungan 

mereka sudah terputus secara syar’i.54 

Sedangkan menurut KHI Pasal 173 BAB II 

seseorang yang terhalang menjadi ahli waris  

berdasarkan putusan hakim adalah: 

a. Dipersalahkan atau membunuh atau mencoba 

membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. 

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah 

mengajukan pengaduan bahwa pewaris 

melakukan kejahatan yang diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang 

lebih berat.55 

 
54 Muhammad bin Shalib al-Utsaimin, Tas-hiilul Faraa-idh, Terj. Abu 

Hasan Al Atsari (Bogor: Pustak Ibnu Atsir, 2003), hlm 39 
55 Kompilasi Hukum Isalam Pasal 173 tentang Waris 
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5. Sistem Pembagian Warisan 

Dalam sistem pembagian warisan di 

Indonesia memilili 3 macam sistem pembagian 

warisan yaitu: 

1. Hukum waris Islam 

Dalam islam pembagian warisan yang 

sudah ditentukan masing-masing mendapat 

bagiannya namun bagian laki-laki lebih banyak 

dari bagian perempuan, namun di Islam sudah 

dibagi sesuai bagiannya yang dinamakan  Asb-

baabul furudh (ahli waris yang mendapat 

bagiannya yang sudah ditentukan). 

Namun dalan KHI Pasal 183 yaitu: “Para 

ahli waris dapat bersepakat melakukan 

perdamaian dalam pembagian harta warisan, 

setelah masing-masing menyadari bagiannya”.56 

Pernyataan dari pasal ini sesungguhnya ada 2 

yakni: (1) adanya peristiwa waris, dan (2) adanya 

hibah dari ahli waris kepada ahli waris lainnya. 

Pernyataan pertama ditunjukan dengan 

pernyataan “setelah masing-masing menyadari 

bagiannya”. Secara hukum para ahli waris telah 

mengrtahui haknya. Pewrnyataan kedua 

“bersepakat melakukan perdamaian”. 

Menunjukan suatu perjanjian hibah yakni dari 

ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lain, 

seolah-olah penghibah ini telah menerima bagian 

warisan menjadi haknya.57 

 
56 Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 tentang Waris 
57 A. Rachmad Budiono, “Kewarisan Islam Di Indonesia”, 

(Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999) 
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C. Maṣlaḥah 

1. Pengertian Maṣlaḥah 

Menurut bahasa maṣlaḥah berarti mendatangkan 

kebaikan atau menolak kerusakan, yaitu sesuatu yang 

baik, patut dan bermanfaat.58  Maṣlaḥah berasal dari 

kata ṣhalaha yang artinya baik dan bagus lawan dari 

kata buruk atau rusak. Menurut Imam Ghozali 

maṣlaḥah adalah segala sesuatu yang dapat 

mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala 

macam bahaya atau kerusakan dalam kehidupan 

manusia. 

D. Macam-macam Maṣlaḥah 

 

Maslahah dilihat dari kepntingan dan keutamaannya 

dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: 

1. Dharuriyyah (primer). 

Kemaslahatan yang paling penting dan 

mendasar untuk menjaga lima hal pokok (agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tanpa ini, 

kehidupan manusia akan terancam.59 

Macam-macam dharuriyyah dalam hukum 

Islam mencakup lima hal utama . Kelima hal ini 

dikenal sebagai maqaṣid al-shari’ah yaitu: 

a. Perlindungan Agama (Hifz ad-Din): Menjaga 

dan melindungi agama merupakan kebutuhan 

dasar yang sangat penting. Ini mencakup hak 

untuk beribadah, menjalankan ajaran agama, 

 
58 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 15 
59 Ahmad Syafi’I Karim, Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2006) 

hlm  97 
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dan melindungi komunitas agama dari 

ancaman yang dapat merusak keimanan dan 

praktik keagamaan. 

b. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs): Menjaga 

keselamatan dan kesehatan jiwa manusia 

adalah prioritas utama. Ini mencakup 

perlindungan terhadap kehidupan dari 

ancaman pembunuhan, kekerasan, dan risiko 

yang dapat membahayakan kehidupan 

seseorang. 

c. Perlindungan Akal (Hifz al-Aql): Menjamin 

keberfungsian akal dan pikiran, termasuk 

perlindungan terhadap kesehatan mental dan 

intelektual. Ini meliputi penanganan terhadap 

kecanduan dan gangguan mental yang dapat 

merusak kemampuan berpikir dan membuat 

keputusan. 

2. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl): 

Menjaga kehormatan dan hak-hak keturunan 

serta memastikan kelangsungan generasi 

melalui peraturan tentang pernikahan, 

hubungan keluarga, dan perlindungan anak-

anak. 

3. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal): Melindungi 

hak milik individu dan aset mereka dari 

kerusakan, pencurian, dan penipuan. Ini 

termasuk hak atas properti, warisan, dan 

sumber daya ekonomi lainnya yang penting 

untuk keberlangsungan hidup.60 

2. Hajjiyah (sekunder). 

Maṣlaḥah dalam bentuk hajjiyah adalah 

kebutuhan yang penting untuk menyelesaikan 

 
60 Selamat Hasim, Maṣlaḥah dalam perundungan hukum syarak 

(Kuala Lumpur:Pandan Jaya,2010) hlm 25 
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masalah sehari-hari dan meningkatkan kualitas 

kehidupan. Meskipun ketiadaan aspek hajiyyah 

tidak mengancam kestabilan hidup secara 

mendasar seperti halnya ketiadaan dharuriyyah, 

absennya hajiyyah dapat menyebabkan taraf 

hidup yang kurang baik. Situasi masyarakat akan 

mengalami berbagai masalah, dan anggota 

masyarakat memerlukan hajiyyah untuk 

mempermudah urusan sehari-hari dan mengatasi 

berbagai permasalahan yang mereka hadapi. 61 

3. Tahsiniyah (tersier) 

Dalam konteks maṣlaḥah adalah aspek 

yang berfokus pada meningkatkan kualitas 

akhlak dan etika kehidupan. Kebaikan dalam 

bentuk tahsiniyah mencakup hal-hal yang 

menambah nilai moral dan estetika dalam 

kehidupan manusia. Meskipun ketiadaan 

tahsiniyah tidak mengancam kestabilan hidup 

secara mendasar seperti ketiadaan dharuriyyah 

atau hajiyyah, absennya tahsiniyah dapat 

menyebabkan penurunan dalam kualitas 

kehidupan.62 

Maslahat dilihat dari pengakuat Syariat, Ulama 

Ushul Fiqih membaginya menjadi 3 bagian yaitu: 

1. Maṣlaḥah Mu'tabarah  

    Maṣlaḥah mu'tabarah adalah maslahah 

yang diterima, maksudnya suatu kebaikan yang 

tertdapat pada suatu perkara, mempunyai dalil 

syara’ yang menyongkoknya. Maṣlaḥah 

 
61 Zubaidah, Ushul Fiqih 1 (Bogor:Ghalia Indonesia,2016) hlm 136 
62 Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan 

Tujuan Utama Hukum Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 

2 (2017), 157 
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mu’tabarah diakui secara jelas oleh syariat dan 

memiliki landasan hukum yang kuat. 

2.  Maṣlaḥah Mulghah  

Maṣlaḥah mulghah adalah kemaslahatan 

yang ditolak oleh syariat, karena bertentangan 

dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam. 

Meskipun suatu tindakan atau kebijakan 

mungkin terlihat membawa manfaat dalam 

jangka pendek, namun jika bertentangan dengan 

nash atau maqasid syariah (tujuan syariat), 

maka kemaslahatan ini dianggap tidak sah. 

Maslahah mulghah ditolak karena bertentangan 

dengan prinsip-prinsip agama. 

3. Maṣlaḥah Mursalah  

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan 

yang tidak disebutkan secara jelas oleh syariat, 

baik pengakuannya maupun penolakannya. Para 

ulama menggunakan prinsip ini untuk 

menetapkan hukum dalam masalah-masalah 

baru yang tidak dijelaskan secara langsung 

dalam Al-Qur'an atau Hadis, asalkan tidak 

bertentangan dengan prinsip dasar syariat. 

Maslahah mursalah berada di antara keduanya, 

tidak disebutkan secara langsung tetapi dapat 

digunakan sebagai landasan hukum dengan 

syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam.63 

E.  Maṣlaḥah Mursalah 

Menurut bahasa maṣlaḥah berarti 

mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan, 

yaitu sesuatu yang baik , patut dan bermanfaat. 

 
63 Selamat Hasim, Maṣlaḥah dalam perundungan hukum syarak 

(Kuala Lumpur:Pandan Jaya,2010) hlm 56 
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Sedangkan mursalah yaitu terlepas bebas, tidak 

terkait dengan dalil agama (Al- Quran dan Hadits) 

yang membolehkan atau melarangnya.64 

Menurut Muhammad Abu Zahrah Maṣlaḥah 

mursalah  adalah segala kemaslahatan yang sejlan 

dengan tujuan-tujuan  Syar’i (dalam mensyari,atkan 

hukum Islam) dan kedepannya tidak ada dalil khusus 

yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya. 

Menurut Abdul Wahab Khalaf maṣlaḥah mursalah 

adalah maṣlaḥah dimana syar’i tidak mensyariatkan 

hukum untuk mewujudkan maṣlaḥah, juga tidak 

terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan 

atau pembatalan.65 

Terdapat berbagai definisi tentang maṣlaḥah 

mursalah di kalangan ulama, beberapa definisi 

tersebut adalah: 

1. Menurut Al-Ghozali 

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum bila: 

a. Sesuai dengan Maqaṣid al-Shariah: Maslahah 

harus mendukung tujuan utama syariat, yaitu 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. 

b. Tidak bertentangan dengan nash: 

Kemaslahatan tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur’an dan 

Hadis. 

 
64 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 15 
65 Ibid.,16 
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c. Bersifat umum: Maṣlaḥah harus membawa 

manfaat bagi banyak orang, bukan hanya bagi 

individu atau kelompok tertentu. 

2. Menurut Imam Al-Syatibi 

Maṣlaḥah mursalah  dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum Islam bila: 

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip dalam 

ketentuan syar’i, tidak bertentangan dengan 

nash. 

2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan 

diaplikasikan dalam bidang sosial, dimana 

dalam bidang ini menerima terhadap 

rasionalitas dibandingkan dengan bidang 

ibadah.  

3. Hasil maṣlaḥah  merupakan pemeliharaan 

aspek Dharuriyyah, Hajjiyah, dan 

Tahsiniyyah.66 

4. Dasar Hukum 

Dasar hukum terdapat dalah (Q.S Al-Baqarah 2:286) 

 مها وهعهلهي ْهها كهسهبهتَّ مها لَّهها وُسْعههها إِلا َّ ن هفْسًا اللَُّ يكُهلِّفَّ لاهَّ
نهَّ إِنَّْ تُ ؤهاخِذْنهَّ لاهَّ رهب  نها اكْتهسهبهتَّ  وهلاهَّ رهب  نها أهخْطهأْنهَّ أهوَّ ان سِي ْ

نها تَهْمِلَّْ  وهلاهَّ رهب  نها ق هبْلِنها مِنَّ ال ذِينهَّ عهلهى حَههلْتههَُّ كهمها إِصْراً عهلهي ْ
لْنها  أهنتهَّ وهارْحَهْنهاَّ لهنها وهاغْفِرَّ عهن ا وهاعْفَّ بهَِِّ لهنها طهاقهةهَّ لاهَّ مها تَُهمِّ
نهَّ كهفِريِنهَّالَّْ الْقهوْمَّ عهلهى فهانْصُرْنهَّ مهوْلاه  

   Allah tidak membebani seseorang, kecuali 

menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu 

 
66 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 23 
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(pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan 

terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas 

(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) 

"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami 

jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, 

janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang 

berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-

orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 

sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 

ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah 

pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam 

menghadapi kaum kafir." 67 

Dasar hukum hadis yang dipakaiyaitu diriwayatkan 

oleh Ibn Majjah: 

ث هنها ، بْنَّ م دَّمُهَّ حهد  ث هنها يَهْيَه  عهنَّ مهعْمهرٌ، أهنْ بهأهنهَّ الر ز اقِ، عهبْدَّ حهد 
، جهابِر َّ ، ابْنَِّ عهنَّ عِكْرمِهةه، عهنَّ الْْعُْفِيِّ  قهالهَّ :قهالهَّ عهب اس 
ضِرهارهَّ وهلاهَّ ضهرهرهَّ لاهَّ :وهسهل مهَّ عهلهيْهَِّ اللَُّ صهل ى اللَِّ رهسُولَّ  

   "Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, 

bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari 

Jabir al-jufiyyi dari ikrimah, dari Ibn Abbas: 

Rasulullah was, bersabda: "tidak boleh membuat 

mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh 

pula membuat mazdarat pada orang lain" (HR: Ibn 

Majjah)68 

 

 
67 Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ), Q.S Al-Baqarah 

2:286), hlm 49 

68 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 20 
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BAB III  

GAMBARAN UMUM PRAKTIK HIBAH SEBAGAI 

HARTA WARISAN DI DESA BANJARSARI 

KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Terbentuknya Desa Banjarsari 

Dahulu kala, ada lima bersaudara bernama 

Hangojoyo, Hongorejo, Honggusutho, Hongokerto, 

dan Hongokerti. Suatu hari mereka sedang 

berdiskusi tentang masa depan mereka agar anak 

cucu mereka bisa hidup menetap dan layak tanpa 

harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 

Kemudian mereka bersepakat (Mbabat Deso) atau 

mendirikan desa sendiri dengan alat dan cara sendiri, 

seperti Hongorejo dengan parang/pedang, 

Honggosutho dengan kapak, Hongokerto dan 

Hongokerti dengan sabit/arit, hasilnya  tidak  dapat 

dicapai dengan serta-merta. Namun, berbeda halnya 

dengan kakak sulungnya, Honggojoyo. Disepakati 

bahwa ia akan membakar hutan pada musim 

kemarau dan wilayah desa yang dimilikinya akan 

mencakup dampak pembakaran hutan dan kerusakan 

yang diakibatkannya. Abu yang tertiup angin dan 

jatuh di tempat itu berarti miliknya, sehingga  desa 

ini dinamakan desa Banjarsari, bentuknya kerucut, 

dan hasilnya berbeda dengan adiknya, cukup luas. 

Dari empat bersaudara diatas, akhirnya 

mendapat wilayah/tempat tinggal masing-masing. 

1. Honggojoyo  : Di Desa Banjarsari 

2. Honggorejo   : Di Desa Wilalung 

3. Honggosutho : Di Desa Tanjunganyar 
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4. Honggokerto : Di Desa Tambirejo 

5. Honggokerti  : Di Desa Sambiroto 

Sejarah pemerintah kepala Desa Banjarsari 

sesudah dan sebelum berdiri Desa Banjarsari : 

1. Tidak diketahui : - 

2. 1927 - 1937       : Mustam 

3. 1943 - 1975       : Matsirat 

4.  1975 - 1983      : Mk. Soekamat 

5. 1983 - 1993       : Sukandar 

6. 1993 - 1997       : Moh. Soleh 

7. 1998 - 2008       : Mukaya B.E 

8. 2008 - 2016       : Setya Pamungkas, ST 

9. 2016 - 2022       : Haryadi 

10. 2022 – 2030     : H. Slamet Riyanto.69 

2. Keadaan Geografi Desa Banjarsari 

Desa Banjarsari Berada di ketinggian 20 meter di 

atas permukaan laut, secara administratif luas 

wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Gajah 

Kabupaten Demak adalah 4,18 Km, yang terbagi 

atas: 

a. Tanah desa/hak milik  : 418 Ha 

Tanah sawah   : 330,60 Ha 

Tanah kering   : 87,40 Ha 

Luas tanah desa  : 9,50 Ha 

b. Batas wilayah 

Utara : Desa Sari, Desa Mojosimo 

 
69 Desa Banjarsari http://banjarsari-gajah.desa.id/sejarah-desa diakses 

pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB. 

http://banjarsari-gajah.desa.id/sejarah-desa
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Selatan : Desa Sambiroto, Desa Gedangalas 

Barat : Desa Boyolali, Desa Kedondong 

Timur : Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar 

c. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) 

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 3,7 

km 

Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten: 12 km 

Jarak dari pusat pemerintahan provinsi: 45 km.70 

3. Jumlah Penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan 

pendidikan masyarakat 

1. Jumalah penduduk desa Banjarsari  : 3.626 

Jiwa 

a. Laki-laki      : 1.789  

Jiwa 

b. Perempuan     : 1.837  

Jiwa 

c. Usia 0-15     :    902  

Jiwa 

d. Usia 15-65     : 2.001  

Jiwa 

e. Usia 65 keatas    :    484  

Jiwa 

2. Pekerjaan / Mata Pencarian 

a. Karyawan  

- Pegawai Negeri Sipil : 43 Jiwa 

- TNI / Polri   : 5 Jiwa 

- Swasta   : 222 Jiwa 

b. Wiraswasta / Pedagang : 1.097 Jiwa 

c. Petani   : 883 Jiwa 

d. Tukang   : 57 Jiwa 

e. Buruh Tani   : 121 Jiwa 

f. Pensiunan   : 13 Jiwa 

g. Nelayan   : 2 Jiwa 

 
70 Desa Banjarsari http://banjarsari-gajah.desa.id/geografis diakses 

pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB. 

  

http://banjarsari-gajah.desa.id/geografis
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h. Peternakan   : 4 Jiwa 

i. Tenaga Kesehatan  : 4 Jiwa 

j. Tidak Bekerja   : 966 Jiwa 

 

3. Tingkat pendidikan masyarakat : 

a. Lulusan pendidikan umum : 

- TK   : 560 Jiwa 

- SD   : 1. 166 Jiwa 

- SMP   : 780 Jiwa 

- Akademik / D1-D3 : 58 jiwa 

- Sarjana   : 151 Jiwa 

- Pascasarjana  : 9 Jiwa 

4. Jumlah Penduduk Miskin : 983 KK 

(Menurut standar BPS) 

5. UMR Kabupaten Demak  : RP. 2.513.005. 
71 

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa  

Kepala Desa  : H. Slamet Riyanto 

Sekertaris Desa  : Agita K D,S.KM. 

Kaur TU dan Umum : Sulistianingrum 

Kaur Keuangan  : Sunardi 

Kaur Perencanaan  : Harisul Muqqorobin 

Kasie Pemerintahan : Bambang Darmoko 

Kasie Kesejahteraan : Imam Taftazani 

Kasie Pelayanan  : Muhammad Muktadi 

Kadus Jelopo  : Puayah 

Kadus Tegalcikal   : Nuryanto.72 

 

5. Visi Misi Desa Banjarsari 

Visi : Perubahan pasti menuju Desa Banjarsari lebih 

baik, maju, transparan dan sejahtera.73 

 
71 Wawancara dengan Ibu Sulistianingrum Kaur TU dan umum data  

Desa Banjarsari pada Pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.30 WIB. 
72 Desa Banjarsari http://banjarsari-gajah.desa.id/organisasi diakses 

pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB. 

 

http://banjarsari-gajah.desa.id/organisasi
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Misi : PASTI 

1. Program kerja yang lebih merakyat 

Menciptakan tata kelola pemerintahan desa 

yang bersih, mengedepankan musyawarah, 

mufakat, transparan dan akuntabel. 

2. Adil, merata, transparan dalam pengelolaan 

a. Melibatkan dan meningkatkan peran 

serta dan partisipasi masyarakat dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. 

b. Melanjutkan pembangunan yang 

menjadi ciri dan kebanggan warga 

Desa Banjarsari: 

1. Pembangunan masjid 

2. Gedung olahraga (GOR) 

3. Gapura Identitas desa 

3. Semangat meningkatkan kesejahteraan 

berkeadilan 

a. Memfasilitasi warga masyarakat Desa 

Banjarsari untuk mendapatkan 

bimbingan/penyuluhan tentang 

penyuluhan, peternakan, wirausaha, 

olahraga, dll dengan mendatangkan 

para ahli dibidangnya dengan 

dukungan pemerintah Desa. 

b. Memfasilitasi peningkatan potensi 

BUMDES  menuju pengelolaan yang 

lebih baik dan transparan. 

c. Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pengembangan 

bidang usaha yang ada pada 

BUMDES. 

d. Pelestarian lingkungan hidup untuk 

penguatan ekonomi kerakyatan 

 
73 Desa Banjarsari  http://banjarsari-gajah.desa.id/visi-misi diakses 

pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB. 

 

http://banjarsari-gajah.desa.id/visi-misi
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dengan optimalisasi potensi lokal 

(penghijauan). 

e. Meningkatkan pembangunan: 

1. Jalan desa, jalan pertanian dan 

jalan lingkungan pemukiman. 

2. Saluran irigasi lingkungan 

pertanian dan pemukiman. 

3. Penyediaan sarana prasarana 

pengelolaan sampah. 

4. Terdepan dalam pelayanan publik yang 

prima 

a. PANTES atau pelayanan administrasi 

terpadu desa dimana semua pelayanan 

admnistrasi desa akan dilakukan secara 

terpadu pada satu ruangan (satu pintu). 

Membuat/mengurus Akte, KTP, KK, 

dan Surat Kematian gratis. 

b. Pengadaan mobil siaga 

desa/ambulance. 

5. Inovasi berkelanjutan untuk kemajuan 

Melakukan gerakan inovasi yang mapu 

berdaya saing dengan menggali potensi 

desa. 

a. Melestarikan budaya asli desa sebagai 

aset kearifan lokal dan diiringi 

perkembangan teknologi dan inovasi 

(seni barongan, karawitan, jidur, 

rebana, apitan, dll). 

b. Meningkatkan kwalitas kehidupan 

beragama, harmonitas seluruh 

masyarakat sehingga menumbuhkan 

rasa persatuan dan kesatuan. 

c. Pemerintah desa memberikan dana 

duka?santunan kematian atas warganya 

yang meninggal sekaligus memberikan 

akta kematian, KK, dan KTP bagi 

pasangan yang masih hidup. 
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d. Pemerintah desa memberikan santunan 

kepada anak yatim piatu. 

e. Meningkatkan pembinaan dan 

pemberdayaan kapasitas perempuan, 

kepemudaan dan olahraga.74 

B. Praktik Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli 

Waris Di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah 

Kabupaten Demak 

Desa Banjarsari merupakan Desa yang memiliki 

jumlah penduduk 3.626 jiwa, banyak masyarakat Desa 

Banjarsari menggunakan sistem pembagian hibah. Dari 

jumlah 1000 kartu keluarga di Desa Banjarsari, saya 

mewawancarai 30 keluarga, 22 keluarga menerapkan 

pembagian hibah dan 3 keluarga menerapkan waris dan 5 

menerapkan wasiat. Namun dalam penelitian ini saya 

hanya memberikan 6 contoh yang sudah mewakili cara 

pembagian hibah yang dipraktikkan di Desa Banjarsari. 

1. Pembagian hibah  

a. Keluarga pak Ngadiman 

No Nama Status Jumlah 

yang 

diterima 

1. Ngadiman Pemberi - 

2. Warsini (alm) Pemberi - 

3. Siti Mukayaton Penerima tanah 60 m 

dan rumah 

4. Siti Romlah Penerima Tanah 60 m 

5. Juripah Penerima Tanah 60 m 

6. Sukarji Penerima Tanah 60 m 

7. Kholidi Penerima Tanah 60 m 

 
74 Desa Banjarsari  http://banjarsari-gajah.desa.id/visi-misi diakses 

pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB. 

http://banjarsari-gajah.desa.id/visi-misi


51 

 

 

8. Prianto Penerima Tanah 60 m 

9. Slamet Krisnadi penerima Tanah 60 m 

 

Jumlah harta yang dimiliki :  

1. Tanah 420 m dan rumah 

Pembagian hibah dilakukan pada saat Ibu 

Warsini masih hidup yaitu di rumah Pak Ngadiman 

dengan 2 saudaranya yang menjadi saksi dan semua 

anaknya berkumpul, pembagian dilakukan Pak 

Ngadiman secara rata yaitu masing-masing anak 

mendapat tanah sebesar 60 m agar menghindari 

perseteruan. Namun kecuali Mukayaton, dia 

mendapat rumah Pak Ngadiman karena tinggal 

bersama. Sedangkan anak-anak Pak Ngadiman 

yang lain hanya mendapat tanah. Namun saat 

pembagian tidak ada anak Pak Ngadiman yang 

protes karena yang lain setuju dengan bagian yang 

diberikan Pak Ngadiman.75 

(Pendapat Pak Ngadiman dan Siti Mukayaton) 

Pak Ngadiman selaku pemberi hibah 

memberikan Siti Mukayaton lebih karena Pak 

Ngadiman tinggal bersama Siti Mukayaton dari 

dulu bersama Ibu Warsini selama masih hidup, dan 

Pak Ngadiman juga sudah tua sehingga butuh Siti 

Mukayaton untuk merawatnya, dan Mukayaton 

juga tidak keberatan untuk mengurus Pak 

Ngadiman. Sehingga itu alasan Pak Ngadiman 

memberi Siti Mukayaton lebih. Pendapat Siti 

 
75 Wawancara dengan Pak Ngadiman pada hari Minggu tanggal 8 

September 2024 pukul 14.30 WIB. 
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Mukayaton hanya bisa bersyukur diberikan Pak 

Ngadiman hibah yang lebih.76 

(Pendapat Siti Romlah, Juripah, Sukarji, Kholidi, 

Prianto, dan Slamet Krisnadi) 

Siti Romlah dan anak-anak lain selaku 

salah satu penerima hibah mengaku dia tidak apa-

apa jika hanya mendapat tanah, karena baginya itu 

sudah adil, karena Siti Mukayato mendapat lebih 

karena beliau merawat Pak Ngadiman setiap hari, 

sedangkan Siti Romlah dan yang lain hanya bisa 

berkunjung untuk menjenguk namun tidak setiap 

hari.77 

Model pembagian : hibah 

Pembagian hibah: tahun 1999 

Penelitian dilakukan : tahun 2024 

b. Keluarga Pak Ali Subakir (alm) 

No Nama Status Jumlah 

yang 

diterima 

1. Ali Subakir 

(alm) 

Pemberi - 

2. Sudarmi Pemberi Sawah 250 

m 

3. Zainal Arifin Penerima Tanah 800 

m  

4. Siti Alimah Penerima Tanah 400 

m 

5. Rahmad Hidayat Penerima Tanah 400 

 
76 Wawancara dengan Pak Ngadiman dan Ibu Siti Mukayaton pada 

hari minggu tgl 8 September 2024 pukul 14.30 
77 Wawancara dengan Siti Romlah Juripah, Sukarji, Kholidi, 

Prianto, dan Slamet Krisnadi pada hari minggu tanggal 8 September 2024 

pukul 16.00 WIB 
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m 

6. Tohir Wijaya Penerima Tanah 400 

m 

7. Siti Rohmah Penerima Tanah 400 

m 

 

Jumlah harta yang dimiliki : 

1. Tanah 1.600 m  

2. Sawah 250 m 

3. Rumah dan tanah 800 m 

Proses pembagian hibah dilakukan 

sebelum Pak Ali meninggal, karena Pak Ali 

melakukan pembagian hibah untuk menghindari 

perseteruan. Pelaksanaan pembagian hibah 

dilakkukan di rumah Pak Ali dengan adanya 2 

saksi yaitu saudara Pak Ali sendiri. Pak Ali 

membagi 800 m kepada Arifin, 400 m kepada 

Alimah dan Tohir. Namun rumah dan tanah yang 

sepanjang 800 itu dibagi 2 antara Rahmad dan 

Rohmah. Rohmah mendapat rumah dan tanah 

seluas 400 m sedangkang Rahmad hanya mendapat 

tanah 400 m karena Rahmad tinggal diluar kota 

sedangkan Rohmah tinggal bersama Ibu Sudarmi. 

Sedangkan Arifin mendapat tanah lebih 

banyak karena beliau tidak berkuliah, sedangkan 

adik-adiknya semua berkuliah, sehingga Arifin 

mendapat lebih banyak, namun tidak ada anak pak 

Ali yang protes akan hal itu. Sedangkan Alimah 

Rahmad, dan Tohir mendapat tanah 400 m karena 

dulu mereka berkuliah, dan mereka tinggal diluar 

kota. Dan untuk Rohmah mendapat tanah dan 

rumah 400 m karena dia dulu berkuliah dan tinggal 

bersama Ibu Sudarmi sehingga mendapat bagian 

tersebut. Namun tidak ada anaka Pak Ali yang 

protes akan pembagian tersebut. 
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Dan sisa sawah 250 m digunakan Ibu 

Sudarmi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dengan cara di sewakan dan Ibu Sudarmi juga 

mendapat uang pensiunan dari alm Pak Ali. Dan 

setelah pak Ali meninggal pun tidak ada sengketa 

akan hal itu.78 

(Pendapat Ibu Sudarmi dan Rohmah) 

Ibu Sudarmi selaku seorang Ibu 

berpendapat bahwa pembagian yang diberikan Pak 

Ali semasa hidup sudah adil menurut porsi masing-

masing anaknya, sedangkan pendapat Rohmah 

selaku anak yang tinggal bersama Ibu Sudarmi juga 

berpendapat setuju, untuk pembagian yang 

dilakukan Pak Ali.79 

(Pendapat Arifin) 

Arifin selaku anak yang mendapat bagian 

lebih banyak dari pada adik-adiknya, berpendapat 

bahwa dia tidak pernah mengira mendapat bagian 

tersebut, sehingga dia hanya menerima dan 

bersyukur.80 

(Pendapat Alimah, Tohir, dan Rahmat) 

Alimah, Tohir, dan Rahmad selaku 

penerima hibah yang menerima bagaian 400 m 

mengaku tidak keberatan akan hal tersebut karena 

pembagain yang dilakukan Pak Ali sudah adil 

karena kakaknya Arifin dulu mengalah kepada 

adiknya karena masalahah keuangan untuk 

 
78 Wawancara dengan alm keluarga Pak Ali Pada hari Sabtu tanggal 

20 Juli 2024 pukul 14.30 WIB. 
79 Wawancara dengan Ibu Sudarmi dan Siti Rohmah Pada hari Sabtu 

tanggal 20 Juli 2024 pukul 14.30 WIB. 
80 Wawancara dengan Pak Arifin Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 

pukul 14.30 WIB. 



55 

 

 

kuliahnya dulu, dan Rohmah mendapat rumah pun 

karena Rohmah tinggal bersama ibunya.81 

Model pembagian : hibah  

Pembagian hibah: tahun 2014 

Penelitian dilakukan : tahun 2024 

c. Keluarga Pak Gerno 

No Nama Status Jumlah yang 

diterima 

1. Gerno Pemberi - 

2. Kartini Pemberi 

3. Harti Penerima Sawah 166 m 

4. Tarsih Penerima Sawah 166 m 

5. Tarno Penerima Sawah 250 m  

6. Jamilah Penerima Sawah 166 m 

7. Narto Penerima Sawah 250 m 

 

Jumlah harta: 

1. Tanah  dan  rumah 100 m 

2. Sawah 1.500 m 

Pembagian hibah dilakukan Pak Gerno 

ketika anaknya sudah menikah sehingga Pak Gerno 

memberikan hibah kepada anaknya berupa sawah, 

karena untuk membantu perekonomian anaknya. 

Pembagian dilakukan dirumah Pak Gerno dengan 

mendatangkan 2 saksi yaitu saudaranya sendiri. 

Jumlah pembagian yang diberikan yaitu untuk anak 

laki-laki mendapat 500 m dibagi 2 yaitu Tarno dan 

Narto masing-masing mendapat 250 m, sedangkan 

anak perempuan yaitu Harti, Tarsih, dan Jamilah 

 
81 Wawancara dengan Alimah, Tohir, dan Rahmat Pada hari Sabtu 

tanggal 20 Juli 2024 pukul 14.30 WIB 
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mendapat sawah 500 m dibagi 3 masing-masing 

mendapat 166 m. Sisa sawah 500 m, rumah dan 

tanah 100 m yang digunakan Pak Gerno sendiri.  

Pak Gerno memberikan jumlah yang 

berbeda kepada anaknya karena mempunyai alasan 

yaitu karena anak laki-laki merupakan pemimpin 

keluarga, sehingga anak laki-laki mendapat jumlah 

lebih banyak dari anak perempuan. Anak-anak Pak 

Gerno paham akan hal itu sehingga tiada anak Pak 

Gerno yang protes saat pembagian dilakukan. 

Sisa harta Pak Gerno diwasiatka untuk 

anak-anaknya yaitu ketika Pak Gerno dan Ibu Karti 

meninggal sisa harta yang dimiliki untuk dibagi 

rata saja untuk semua anaknya agar lebih adil dan 

tidak membuat perseteruan.82 

(Pendapat Harti, Tarsih, dan Jamilah) 

Pendapat selaku anak perempuan tidak 

keberatan dengan pembagian yang dilakukana Pak 

Gerno, Kartini memahami memang benar laki-laki 

harus mendapat lebih karena mengayomi 

keluarganya.83 

  (Pendapat Tarno dan Narto) 

Pendapat selaku anak laki-laki berpendapat 

bahwa, dia menerima berapapun yang diberikan 

Pak Gerno, dan jika dia mendapat lebih maka 

hanya bisa bersyukur.84 

 
82 Wawancara dengan Bapak Gerno dan Ibu Kartini Pada hari Senin 

tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WIB 
83 Wawancara dengan Ibu Harti, Tarsih, dan Jamilah Pada hari 

Senin tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WIB 
84 Wawancara dengan Bapak Tarno dan Narto Pada hari Senin 

tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WIB 
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Model pembagian : hibah 

Pembagian hibah: tahun 1999 

Penelitian dilakukan : tahun 2024 

d. Keluarga Pak Wakidin 

No Nama Status Jumlah yang 

diterima 

1. Wakidin Pemberi - 

2. Satimah Pemberi - 

3. Sutrisni Penerima Sawah 120 m 

4. Suteno Penerima Sawah 120 m 

5. Sudarmi Penerima Sawah 120 m 

    

Jumlah harta: 

1. Sawah 500 m 

2. Rumah 

3. Tanah 600 m 

Pembagian dilakukan pada tahun 2005 

yaitu keluarga Pak Wakidin membagi masing-

masing anaknya mendapatkan tanah sebesar 120 m. 

Pembagian melibatkan saksi dari petugas balai 

desa, pembagian jumlah yang diberikan Pak 

Wakidin yaitu sama agar menghindari perselisihan 

antar anak-anaknya. Sisa harta yang dimiliki Pak 

Wakidin digunakan sendiri bersama Istrinya. Saat 

pembagian pun tidak ada anak Pak Wakidin yang 

protes akan hal itu.85 

     (Pendapat Pak Wakidin dan Ibu Satimah) 

 
85 Wawancara dengan Pak Wakidin dan Ibu Satimah Pada hari 

Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB 
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Sebagai seorang orang tua dan pemilik 

harta pembagian yang sama rata yang dilakukan 

tersebut agar menghindari perseteruan terhadap 

anak-anaknya, tanpa membeda-bedakan anaknya 

antara laki-laki maupun perempuan karena semua 

dibagi rata, dan sisa harta Pak Ngadiman dan Ibu 

Satimah mereka gunakan untuk kebutuhan sehari 

hari.86 

(Pendapat anak-anak Pak Wakidin) 

Pendapat anak wakidin baik laki-laki 

maupun perempuan tidak ada anak yang protes 

akan pembagagian yang dilakukan oleh Pak 

Wakidin.87 

Model pembagian : hibah 

Pembagian hibah: tahun 2005 

Penelitian dilakukan : tahun 2024 

e. Keluarga Pak Maskat 

 

No Nama Status Jumlah yang 

diterima 

1. Maskat Pemberi - 

2. Lasmi Pemberi - 

3. Karsipah Penerima - 

4. Suwarno Penerima Tanah 300 m 

5. Suwarmin Penerima Sawah 300 m 

6. Mukayah Penerima Tanah 300 m 

 

 
86 Wawancara dengan Pak Wakidin dan Ibu Satimah Pada hari 

Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB 
87 Wawancara dengan anak-anak Pak Wakidin Pada hari Kamis 

tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB 
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Jumlah harta:  

1. Sawah 500 m 

2. Rumah  

3. Tanah 600 m 

Pembagian dilakukan pertama kali pada 

tahun 1995 yaitu pemberian dilakukan pada 

anaknya bernama Suwarno, karena Suwarno baru 

menikah Pak Maskat memberi tanahnya selebar 

300 m untuk suwarno untuk dijadikan rumah. 

Pembagian kedua dilakukan pada tahun 2003 yaitu 

pada anaknya Suwarmin karena Suwarmin sudah 

memiliki rumah, dan Pak Maskat memberi sawah 

untuk digarap Suwarmin untuk kebutuhan sehari 

hari, dan terakhir pembagian dilakukan Pak Maskat 

untuk Mukayah yaitu pada tahun 2004 pemberian 

dilakukan Pak Maskat karena hanya Mukayaron 

yang belum diberikan hibah, hanya Karsipah yang 

tidak diberikan hibah karena sudah meninggal dari 

kecil. Sisa harta yang Pak Maskat digunakan 

bersama istrinyas untuk kebutuhan sehari-hari.  

Pembagian dilakukan secara bergantian, 

walaupun pembagian tidak dilakukan secara 

langsung tidak ada anak Pak Maskat yang protes, 

karena Pak Maskat sudah menjelaskan alasan 

pembagian yang dilakukan berbeda-beda karena 

sesuai kebutuhan anaknya, dan semua anak Pak 

Maskat pun mengerti dan memahami. Pembagian 

dilakukan hanya dengan 2 saksi saudara Pak 

Maskat. 88 

           (Pendapat Pak Maskat dan Ibu Lasmi) 

 
88 Wawancara dengan Pak Maskat dan Ibu Lasmi Pada hari Jumat 

tanggal 27 September 2024 pukul 16.30 WIB 
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Pak Maskadan Ibu Lasmi  berpendapat jika 

tidak ada anak yang protes akan pembagian 

tersebut karena pembagian dilakukan sesuai 

kebutuhan anak, sehingga pembagian tidak 

dilakukan secara bersamaan.89 

(Pendapat anak-anak Pak Maskat) 

Anak-anak Pak Maskat berpendapat 

bahwa orang tua mereka memberikan hibah dengan 

pembagian yang dilakukan berbeda-beda tahunnya 

karena pembagian dilakukan sesuai kebutuhan 

anak-anaknya, sehingga anak-anak Pak Maskat 

memahami hal itu dan tidak ada anak yang   

mempermasalahkannya.90 

Model pembagian : Hibah 

Pembagian hibah: tahun 1995, 2003, dan 2004 

Penelitian dilakukan : tahun 2024 

 

f. Keluarga  Pak Sujadi (alm) 

No Nama Status Jumlah 

yang 

diterima 

1. Sujadi (alm) Pemberi - 

2. Sumati (alm) Pemberi - 

3. Masudi (alm) Penerima Sawah 900 

m 

 
89 Wawancara dengan Pak Maskat dan Ibu Lasmi Pada hari Jumat 

tanggal 27 September 2024 pukul 16.30 WIB 
90 Wawancara dengan anak-anak Pak Maskat Pada hari Jumat 

tanggal 27 September 2024 pukul 16.30 WIB 
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4. Mashud Penerima Sawah 900 

m 

5. Mukapto Penerima Rumah dan 

tanah100 m 

6. Suhadi Penerima Tanah 600 

m 

7. Ahmad 

Musyafak 

Penerima Tanah 100 

m 

8. Titik Penerima Sawah 900 

m 

9. Kholiva Penerima Sawah 900 

m 

 

Jumlah harta yang dimiliki : 

1. Tanah 200 m 

2. 3.600 sawah 

3. Tanah 600 m 

4. Sawah  

5. Rumah 

Sebelum Pak Sujadi meninggal, beliau 

memberikan tanah kepada anak-anaknya berupa 

hibah yang pembagiannya diberikan di rumah Pak 

Sujadi, yang dihadiri 2 saksi pegawai Balai Desa 

dan anak-anaknya. Jumlah pembagian yang 

diberikan yaitu Masudi, Mashud, Titik dan Kholiva 

masing-masing mendapat 900 m sawah. Sedangkan 

Mukapto mendapat rumah dan tanah 100 m 

sedangkan Ahmad hanya mendapat tanah 100 m 

dan Suhadi mendapat tanah 600 m.  

Harta Pak Sujadi dibagi habis kepada anak-

anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari itu Pak 

Sujadi dan Ibu Sumasti mengandalkan sawah 

bagaian Masudi, Mashud, Titik, dan Kholiva, 

namun yang menggarap Mukapto dan Ahmad 

pembagian hasil dibagi untuk bersama namun 
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ketentuan itu dilakukan selama Pak Sujadi dan Ibu 

Sumasti masih hidup. Dan setelah meninggal 

bagain sawah tersebut murni milik Masudi, 

Mashud, Titik, dan Kholiva Namun Pak Sujadi 

berpesan jika tanah boleh dipakai namun sebelum 

Pak Sujadi dan Ibu Sumasti meninggal dilarang 

memecah tanah dan mengganti nama masing-

masing anak di notaris.  

Alasan Pembagian tanah yang berbeda 

karena Mukapto mendapat rumah dan tanah 100 m 

karena Mukapto tinggal bersama dengan orang 

tuanya untuk merawatnya, sedangkan Ahmad 

hanya mendapat tanah 100 m saja karena dia ingin 

segera membangun rumah sehingga mendapat 

bagian tanah, dan tanah bagian ahmad yaitu 

strategis, sedangkan Suhadi mendapat jumlah tanah 

600 m karena tempat tanah itu tidak strategis dan 

tanah itu berbeda lokasi dengan Mukapto dan 

Ahmad. Sedangkan Masudi, Mashud, Titik, dan 

Kholiva mendapat bagian sawah dengan jumlah 

900 m bagian yang diberikan lebih banyak karena 

kesepakatan di awal sawah bagian mereka 

digunakan untuk kebutuhan orang tuanya sampai 

meninggal pun bagiannya digunakan untuk 

kebutuhan pengajian dan lain-lain. Pembagian 

tersebut disepakati oleh semua anak Pak Sujadi dan 

Ibu Sumasti.91 

(Pendapat Mashud, Mukapto,Titik, dan Kholiva ) 

Setelah bertahun-tahun tidak ada 

perseteruan dan kemudian muncul perseteruan 

karena Ahmad niat menggadaikan tanah pemberian 

Pak Sujadi, karena tanah belum dipecah yang 

menjadikan tanah semua anak Ibu Sumasti ikut 

 
91 Wawancara dengan Ibu Kholiva dan Pak Ahmad  Pada hari Senin 

tanggal 9 September 2024 pukul 16.30 WIB. 
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menjadi jaminan. Namun Ahmad masih banayak 

tanah yang dimiki tetapi memilih menggadaikan 

tanah bersama yang sudah dihibahkan Pak Sujadi 

sehingga membuat semua anak Ibu Sumasti tidak 

ada yang setuju akan hal itu. Yang menjadikan 

Ahmad berselisih dengan saudaranya.92 

 (Pendapat Ahmad) 

Ahmad ingin menggadai karena tanah itu 

belum dipecah dan masih atas nama orang tuanya 

sehingga Ahmad berpikir bahwa saudaranya belum 

ada hak melarang, karena dia berfikir hal itu masih 

milik ibunya, walaupun kenyataannya tanah itu 

sudah dibagi, hanya saja belum boleh dipecah 

untuk nama per-anak. Faktor lain yang 

mempengaruhi dia ingin menggadaikan yaitu 

dorongan mantan istrinya yang dahulu. Setelah 

perbuatan Ahmad tersebutAhmad dimusuhi oleh 

saudara-saudaranya, namun untuk sekarang  

Ahmad sudah memperbaikinya dan mulai hidup 

yang lebih harmonis bersama saudara-sausaranya.93 

Model pembagian : hibah  

Pembagian hibah: tahun 2002 

Penelitian dilakukan : tahun 2024 

 

   

  

 

 
92 Wawancara dengan Mashud, Mukapto,Titik, dan Kholiva Pada 

hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 16.30 WIB. 
93 Wawancara dengan Bapak Ahmad Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 

2024 pukul 16.30 WIB 
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BAB IV 

 ANALISIS PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI ANTISIPASI 

SENGKETA AHLI WARIS Studi Kasus Desa Banjarsari 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) 

A. Analisis Praktik Hibah Yang Dijadikan Sebagai 

Antisipasi Sengketa Ahli Waris di Desa Banjarsari 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 

Berdasarkan hasil penelitan paparan data dan 

temuan praktik hibah sebagai antisipasi sengketa ahli 

waris di Desa Banjarsari, peneliti menganalisis hasil 

penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, 

wawancara, dan data dokumentasi yang sesuai di 

lapangan. Adapun data yang didapat oleh peneliti di 

lapangan ialah tentang cara pembagian hibah yang 

menjadi pembagian harta yang sering dipakai. 

Namun kebanyakan masyarakat Desa Banjarsari 

lebih banyak mempraktikan pembagian hibah dengan 

cara pembagian sama rata, dan susuai keinginan orang 

tua, walaupun pembagian susuai keinginan orang tua, 

pembagian tersebut tergolong adil karena pembagian 

sudah diperhitungkan orang tua secara matang.94 

1. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat  

Menggunakan Sistem Pembagian Secara Hibah: 

a. Faktor ekonomi, faktor ini memicu terjadinya 

proses pembagian hibah itu karena ada beberapa 

orang tua yang ingin memberikan hibah karena 

melihat ekonomi anaknya kurang sehingga hibah 

diberikan. 

b. Faktor kekeluargaan, faktor ini merupakan faktor 

penting karena hibah dibagikan orang tua untuk 

menghindari perseteruan antar saudara, karena 

 
94 Wawancara dengan Pak Wakidin Pada hari Kamis tanggal 26 

September 2024 pukul 16.30 WIB 
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orang tua berfikir jika harta dibagikan sebelum 

pemberi harta meninggal maka akan lebih jelas 

pembagiannya, sehingga menimbulkan 

perdamaian antar saudara. 

c. Faktor kebiasaan, banyak masyarakat 

menggunakan sistem hibah ini secara turun 

temurun sehingga, kebiasaan ini digunakan 

selama bertahun-tahun dan menjadi terkonsep di 

dalam pikiran masyarakat desa.95 

2. Praktik dan Proses Pembagian Hibah Yang Dijadikan 

Masyarakat Untuk Menghindari Sengketa Ahli Waris 

Proses pembagian hibah dilakukukan saat 

orang tua ingin membagi hibahnya kepada anaknya, 

hibah yang dibagikan ini biasanya diperhitungkan 

orang tua sebagai warisan. Sehingga mayoritas 

pembagian hibah itu diberikan kepada ahli waris atau 

anaknya sendiri. Pembagian hibah bertujuan agar 

orang tua bisa membagi sendiri harta yang dimikinya 

karena orang tua tidak khawatir akan terjadinya 

perseteruan, karena pembagian dilakukan saat orang 

tua masih hidup. terkadang pembagian dilakukan 

sama rata, terkadang pembagian dilakukan sesuai 

keinginan orang tua. 

Pembagian hibah di Desa Banjarsari 

biasanya dengan cara persetujuan antar keluarga, 

yaitu antara pemberi hibah dan penerima hibah. Jika 

pemberian hibah berupa tanah/ sawah biasanya 

pemberi dan penerima hibah datang ke kantor balai 

desa untuk menetapkan bagian-bagian hibah yang 

diberikan antara pemberi hibah dan penerima hibah, 

atau biasanya menggunakan saudara minimal 2 orang 

untuk menjadi saksi. Namun persetujuan ini tidak 

resmi karena belum dibuatkan surat di notaris, jika 

 
95 Wawancara dengan keluarga Pak Ngadiman di Desa Banjarsari 

pada hari minggu tgl 25 juli 2024 pukul 16.00 WIB 
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ingin pembagian ini menjadi sah menurut hukum 

maka biasanya keluarga memanggil notaris untuk 

melakukan pembagian yang resmi secara hukum.96 

Namun uniknya banyak masyarakat Desa 

Banjarasari yang tidak mengganti nama dari pemilik 

yang terdahulu ke yang sekarang, walaupun tanah 

tersebut sudah dibangun rumah alasan tersebut karena 

banyak masyarakat Desa Banjarsari yang tidak ingin 

ribet ke notaris untuk sekedar mengganti nama.97 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah 

Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris Di Desa 

Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

 Dalam tinjauan hukum Islam metode yang 

digunakan untuk mengidentifikasi masalah pembagian  

hibah adalah menggunakan metode maṣlaḥah mursalah 

karena maṣlaḥah mursalah mementingkan kebaikan 

untuk bersama yang membawa manfaat secara adil, 

walaupun tidak diatur secara langsung oleh nash. 

Sehingga penelitian saya sangat cocok untuk ditinjau 

secara hukum Islamnya menggunakan maṣlaḥah 

mursalah.  

1. Pembagian hibah keluarga Pak Ngadiman 

Pembagian yang dilakukan Pak Ngadiman 

dengan membagi rata tanah yang dimiliki sampai 

habis dan memberi lebih kepada Siti Mukayaton 

berupa  rumah.98 respon anak-anak Pak Ngadiman 

yang tidak protes akan pembagian Pak Ngadiman, 

 
96  Wawancara dengan Bapak Imam Taftazani sebagai kasie 

kesejahteraan Desa Banjarsari pada hari kamis tgl 22 juli 2024 pukul 16.00 WIB 
97 Wawancara dengan Keluarga Pak Ngadiman di Desa Banjarsari 

pada hari minggu tgl 25 juli 2024 pukul 16.00 WIB 
98 Wawancara dengan Pak Ngadiman di Desa Banjarsari pada hari 

minggu tgl 25 juli 2024 pukul 16.00 WIB 
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merupakan tindakan maṣlaḥah mursalah, dimana 

tindakan ini tidak ada dalil penguat baik dari nash Al-

Qura’an dan Hadis, namun tindakan ini memuat 

kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Karena 

rumah yang diberikan lebih untuk Siti Mukayaton 

yaitu digunakan untuk tinggal bersama Pak Ngadiman, 

sehingga kehidupan Pak Ngadiman ada yang 

mengurus, dan anak-anak Pak Ngadiman tidak 

khawatir akan kesehatan Pak Ngadiman yang 

dipercayakan oleh Siti Mukayaton sehingga 

pembagian ini menimbulkan kemaslahatan bersama. 

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Ngadiman 

sudah sesuai dengan maslahah menurut Imam Al-

Ghozali dan Imam Al-Syatibi99:  

1) sudah sesuai dengan pemeliharaan maṣlaḥah 

dharuriyyah, maqaṣyid al-syari’ah yaitu hifz-nafs 

karena Pak Ngadiman memberi rumah Siti 

Mukayaton yang bisa ditinggali bersama dan juga 

untuk merawat Pak Ngadiman di hari tua. 

Maṣlaḥah hajjiyah, karena pembagian hibah 

memudahkan pembagian dan mencegak kesulitan 

dalam pembagian karena pembagian yang 

dilakukan keluarga Pak Ngadiman yaitu dibagi rata 

untuk pembagian tanah saja tetapi bagian Siti 

Mukayaton mendapat bonus tanah karena untuk 

ditinggali bersama Pak Ngadiman. 

Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa 

protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, 

serta meningkatkan keharmonisan keluarga. 

2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan 

dengan nash Al-Quran dan Hadist, karena tidak 

dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi 

batas itu melanggar syari’ah, hanya dijelaskan 

 
99 Ibid,.23 
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dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 

harta. 

3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang 

sosial, pembagian yang dilakukan Pak Ngadiman 

bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk 

keluarganya dan pembagian hibah Pak Ngadiman 

bersifat sosial karena pemberian Pak Ngadiman 

mecerminkan seorang orang tua yang mendukung 

kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi 

hibah.  

2. Pembagian Keluarga Ali (alm) 

Pembagian yang dilakukan Pak Ali dengan 

tindakan pembagian berdasarkan pertimbangan Pak 

Ali yang dianggap sesuai dengan kebutuhan 

keluarga.100 Termasuk dalam maṣlaḥah mursalah , 

dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat baik dari 

nash Al-Qura’an dan Hadis, namun tindakan ini 

memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. 

Karena pembagian yang dilakukan untuk kepentingan 

bersama yaitu Zainal mendapat tanah lebih karena 

tidak berkuliah, sedangkan Alimah, Rahmat, dan Tohir 

mendapat tanah setengan dari Zainal karena berkuliah, 

sedangkan Rohmah mendapat tanah dan rumah karena 

dia tinggal bersama ibunya, sedangkan sisa sawah dan 

uang pensiun Pak Ali digunakan untuk Istrinya untuk 

memenuhi kehidupannya. 

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Ali sudah 

sesuai dengan maslahah menurut Imam Al-Ghozali 

dan Imam Al-Syatibi101:  

1) sudah sesuai dengan pemeliharaan maṣlaḥah 

dharuriyyah, maqaṣyid al-syari’ah yaitu hifz-mal 

 
100 Wawancara dengan Ibu Sudarmi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 

2024 pukul 14.30 WIB. 
101 Ibid,.23 
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karena karena upaya memastikan kebutuhan 

keluarga. 

Maṣlaḥah hajjiyah, karena pembagian hibah 

memudahkan pembagian dan mencegah kesulitan 

karena pembagian yang dilakukan Pak Ali sesuai 

porsi yang telah ditentukan. 

Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa 

protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, 

setra meningkatkan keharmonisan keluarga. 

2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan 

dengan nash Al-Quran dan Hadist, karena tidak 

dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi 

batas itu melanggar syari’ah, hanya dijelaskan 

dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 

harta. 

3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang 

sosial, pembagian yang dilakukan Pak Ali berrsifat 

umum untuk kepentingan bersama untuk 

keluarganya dan pembagian hibah Pak Ali bersifat 

sosial karena pemberian Pak Ali mecerminkan 

seorang orang tua dan suami yang mendukung 

kesejahteraan anak-anaknya dan istrinya dengan 

memberi hibah. 102 

3. Pembagian Keluarga Pak Gerno  

Pembagian yang dilakukan Pak Gerno dengan 

tindakan pembagian berdasarkan  keinginan Pak 

Gerno yaitu bagian anak laki-laki lebih banyak dari 

anak perempuan yang dianggap sesuai dengan 

kebutuhan keluarga.103 Termasuk dalam maṣlaḥah 

mursalah , dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat 

baik dari nash Al-Qura’an dan Hadis, namun tindakan 

 
102 Ibid,.23 
103 Wawancara dengan Bapak Gerno dan Ibu Kartini Pada hari Senin 

tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WIB 
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ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. 

Karena pembagian yang dilakukan Pak Gerno 

memiliki makna bahwa anak laki-laki merupakan 

pemimpin keluarga sehingga bagian anak laki-laki 

lebih banyak dari pada anak perempuan. 

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Gerno 

sudah sesuai dengan maṣlaḥah menurut Imam Al-

Ghozali dan Imam Al-Syatibi104:  

1) sudah sesuai dengan pemeliharaan maṣlaḥah 

dharuriyyah, maqaṣyid al-syari’ah yaitu hifz-mal 

karena upaya memastikan kebutuhan keluarga 

sesuai takaran.  

Maṣlaḥah hajjiyah, karena pembagian hibah yang 

diberiksn lebih kepada anak laki-laki adalah 

tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang 

pembagiannya mencegah kesulitan. 

Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa 

protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, 

serta meningkatkan keharmonisan keluarga. 

2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan 

dengan nash Al-Quran dan Hadist, karena tidak 

dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi 

batas itu melanggar syari’ah, hanya dijelaskan 

dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 

harta. 

3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang 

sosial, pembagian yang dilakukan Pak Gerno 

bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk 

keluarganya dan pembagian hibah Pak Ali bersifat 

sosial karena pemberian Pak Gerno mecerminkan 

seorang orang tua yang mendukung kesejahteraan 

anak-anaknya dengan memberi hibah. 

 
104 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 23 
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4. Keluarga Pak Wakidin 

Pembagian yang dilakukan Pak Wakidin dengan 

tindakan pembagian berdasarkan  sama rata antara 

laki-laki dan perempuan termasuk dalam maṣlaḥah 

mursalah , dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat 

baik dari nash Al-Qura’an dan Hadis, namun tindakan 

ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. 

Karena pembagian yang dilakukan Pak Wakidin tidak 

ingin membedakan antara anak laki-laki dan 

perempuan.105 

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Wakidin 

sudah sesuai dengan maṣlaḥah menurut Imam Al-

Ghozali dan Imam Al-Syatibi106:  

1) sudah sesuai dengan pemeliharaan maṣlaḥah 

dharuriyyah, maqaṣyid al-syari’ah  yaitu hifz-mal 

karena upaya memastikan kebutuhan keluarga 

dengan pembagian sama rata.  

Maṣlaḥah hajjiyah, karena pembagian hibah yang 

diberikan sama rata pembagiannya mencegah 

kecemburuan antar saudara yang memudahkan 

pembagian hibah. 

Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa 

protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, 

serta meningkatkan keharmonisan keluarga. 

2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan 

dengan nash Al-Quran dan Hadist, karena tidak 

dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi 

batas itu melanggar syari’ah, hanya dijelaskan 

dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 

harta. 

 
105 Wawancara dengan Pak Wakidin dan Ibu Satimah Pada hari 

Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB 
106 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 23 
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3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang 

sosial, pembagian yang dilakukan Pak Wakidin 

bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk 

keluarganya dan pembagian hibah Pak Gerno 

bersifat sosial karena pemberian Pak Gerno 

mecerminkan seorang orang tua yang mendukung 

kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi 

hibah. 

5. Keluarga Pak Maskat 

Pembagian yang dilakukan Pak Maskat dengan 

tindakan pembagian berdasarkan  sama rata antara 

laki-laki dan perempuan namun pembagian yang 

dilakukan berbeda tahun termasuk dalam maṣlaḥah 

mursalah , dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat 

baik dari nash Al-Qura’an dan Hadis, namun tindakan 

ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. 

Karena pembagian yang dilakukan Pak Maskat 

pembagian yang dilakukan sesuai kebutuhan 

anaknya.107 

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Maskat 

sudah sesuai dengan maṣlaḥah mursalah menurut 

Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Syatibi108:  

1) sudah sesuai dengan pemeliharaan maṣlaḥah 

dharuriyyah, maqaṣyid al-syari’ah  yaitu hifz-mal 

karena upaya memastikan kebutuhan keluarga 

dengan pembagian sama rata namun berbeda tahun 

pembagiannya sesuai kebutuhan. 

Maṣlaḥah hajjiyah, karena pembagian hibah yang 

diberikan sama rata namun pembagian yang 

berbeda tahun sesuai kebutuhan anak memudahkan 

Pak Maskat dalam membagi hibah. 

 
107 Wawancara dengan Pak Maskat dan Ibu Lasmi Pada hari Jumat 

tanggal 27 September 2024 pukul 16.30 WIB 
108 Ibid,.23 
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Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa 

protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, 

setra meningkatkan keharmonisan keluarga. 

2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan 

dengan nash Al-Quran dan Hadist, karena tidak 

dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi 

batas itu melanggar syari’ah, hanya dijelaskan 

dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 

harta. 

3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang 

sosial, pembagian yang dilakukan Pak Maskat 

bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk 

keluarganya dan pembagian hibah Pak Maskat 

bersifat sosial karena pemberian Pak Maskat 

mecerminkan seorang orang tua yang mendukung 

kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi 

hibah.109 

6. Keluarga Pak Sujadi 

Pembagian yang dilakukan Pak Sujadi dengan 

tindakan pembagian berdasarkan  keinginan orang tua 

sesuai kebutuhan anak termasuk dalam maṣlaḥah 

mursalah , dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat 

baik dari nash Al-Qura’an dan Hadis, namun tindakan 

ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. 

Karena pembagian yang dilakukan Pak Sujadi 

pembagian yang dilakukan sesuai kebutuhan anaknya 

walau beda jumlahnya.110 

Sedangkan untuk tindakan Ahmad yang ingin 

menggadaikan tanah belum dipecah bertentangan 

dengan prinsip maṣlaḥah mursalah karena dapat 

 
109 Wawancara dengan Bapak Ahmad Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 

2024 pukul 16.30 WIB 
110 Wawancara dengan anak pak Sujadi Pada hari Sabtu tanggal 20 

Juli 2024 pukul 16.30 WIB 
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merugikan semua anggota keluarga dan merusak 

keharmonisan keluarga. 

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Sujadi 

sudah sesuai dengan maṣlaḥah mursalah menurut 

Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Syatibi111:  

1) sudah sesuai dengan pemeliharaan maṣlaḥah 

dharuriyyah, maqaṣyid al-syari’ah  yaitu hifz-mal 

karena upaya memastikan kebutuhan keluarga 

dengan syarat tanah yang tidak dipecah  tidak 

digunakan secara pribadi melainkan kepentingan 

keluarga. Hifz-nafs larangan memecah untuk 

memastikan orang tua mendapat dukungan 

finansial merupakan perlindungan jiwa orang tua. 

Hifz-nasl keputusan mencegah Ahamd untuk tidak 

menggadaikan tanah adalah cara mencaga 

hubungan harmonis antar keluarga, jika tidak 

dikendalikan maka akan menjadi perselisihan. 

Maṣlaḥah hajjiyah, karena pembagian hibah yang 

diberikan berbeda jumlahnya namun pembagian 

sesuai kebutuhan anak memudahkan Pak Maskat 

dalam membagi. 

Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa 

protes dengan jumlah yang berbeda 

memperlihatkan aspek keadilan dan etika, setra 

meningkatkan keharmonisan keluarga. 

2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan 

dengan nash Al-Quran dan Hadist, karena tidak 

dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi 

batas itu melanggar syari’ah, hanya dijelaskan 

dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 

harta. 

3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang 

sosial, pembagian yang dilakukan Pak Sujadi  

 
111 Ibid.,23 
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bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk 

keluarganya dan pembagian hibah Pak Sujadi 

bersifat sosial karena pemberian Pak Sujadi 

mecerminkan seorang orang tua yang mendukung 

kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi 

hibah.112 

 

   

 
112 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 23 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang 

telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Praktik pembagian hibah yang dilakukan masyarakat 

Desa Banjarsari yaitu dengan pembagian yang 

ditentukan oleh orang tua, terkadang pembagian 

dilakukan sama rata terkadang jumlah ditentukan 

oleh orang tua. Namun dalam pembagian sering kali 

masyarakat membagi hibahnya melewati batas yaitu 

lebih dari 1/3, karena dalam KHI maksimal 

pemberian hibah yaitu 1/3 harta. Dalam proses 

pembagian Praktik hibah tersebut dilakukan dengan 

cara pembagian oleh orang tua kepada anak yaitu 

pembagian hibah yang diberikan semasa orang tua 

masih hidup dan pembagian dilakukan secara 

kekeluargaan dengan jumlah yang ditentukan oleh 

orang tua, terkadang pembagian diberikan secara rata 

dan terkadang pembagian dilakukan sesuai keinginan 

orang tua. Pembagian model tersebut mampu 

mengatasi terjadinya sengketa ahli waris, walaupun 

perbedaan jumlah yang diberikan, namum orang tua 

memberikan secara adil karena porsi anak itu beda-

beda sehingga walaupun jumlah yang berbeda tapi 

tergolong pembagian yang adil. 

2. Dalam tinjauan hukum Islam metode yang 

digunakan untuk mengidentifikasi masalah 

pembagian  hibah adalah menggunakan metode 

maṣlaḥah mursalah karena maṣlaḥah mursalah 

mementingkan kebaikan untuk bersama yang 



77 

 

 

 

membawa manfaat secara adil, walaupun tidak diatur 

secara langsung oleh nash. Sehingga metode 

pembagian yang dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya perselisihan merupakan salah satu contoh 

dari maṣlaḥah mursalah. 

B. Saran  

Dengan banyaknya praktik hibah sebagai 

antisipasi sengketa yang dilakukan dalam masyarakat, 

maka peneliti bisa memberikan saran bahwa: 

1. Pembagian hibah harusnya dilakukan seadil-adilnya 

tanpa pilih kasih kepada anak tertentu, dan tidak 

merugikan penerima lain.  

2. Penerima hibah harus menerima bagian yang sudah 

diberikan dan di sepakati bersama jangan sampai 

menjadi perseteruan dikemudian hari. 
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LAMPIRAN 

A. Pedoman wawancara  

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Banjarsari Pak H. 

Slamet Riyanto, Pak Harisul Muqorrobin, dan Ibu 

Sulisrianingrum. 

a) Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Banjarsari 

? 

b) Bagaimana geografis Desa Banjarsari ? 

c) Berapa jumlah penduduk, kondisi sosial, dan 

pendidikan masyasrakat Desa Banjarsari ? 

d) Bagaimana visi misi Desa Banjarsari ? 

e) Bagaimana struktur organisasipemerintahan di 

Desa Banjarsari ? 

2. Wawancara Dengan Kasi Kesejahteraan/ Modin 

Desa Banjarsari. 

a) Mengapa penduduk lebih banyak menggunakan 

praktik hibah dalam sitem pembagian waris ? 

b) Mengapa kebanyakan masyarakat melakukan 

pembagian hibah dengan sistem sama rata? 

c) Bagaimana praktik pembagian hibah di Desa 

Banjarsari ? 

3. Wawancara dengan keluarga Pak Ngadiman. 

a) Bagaimana pembagian hibah yang bapak 

terapkan di dalam keluarga ? 

b) Mengapa Pak Ngadiman melakukan pembagian 

hibah ? 

c) Siapa sajakah yang Pak Ngadiman beikan hibah 

dan berapa jumlah yang Pak Ngadiman berikan ? 

d) Mengapa Pak Ngadiman membagi hibahnya sama 

rata sampai habis?  

e) Mengapa Pak Ngadiman memberi hibah lebih ke 

Siti Mukayaton ? 

f) Apakah ada anak Pak Ngadiman yang protes akan 

pembagian tersebut ? 

g) Dimanakah tempat pembagian hibah tersebut ? 



85 

 

 

h) Tahun berapakah Pak Ngadiman memeberikan 

hibah kepada anak-anak bapak ? 

i) Siapa sajakah yang menjadi saksi saat itu ? 

4. Wawancara dengan Ibu Mashud, Mukapto, Titik, 

dan Kholiva. 

a) Bagaimana praktik pembagian yang di terapkan 

alm Pak Sujadi ? 

b) Mengapa alm Pak Sujadi memilih praktik 

pembagian hibah ? 

c) Siapa saja yang diberikan hibah oleh alm Pak 

Sujadi ? 

d) Mengapa alm Pak Sujadi memeberi hibah yang 

jumlahnya berbeda-beda kepada anaknya ? 

e) Apakah ada anak alm Pak Sujadi yang protes 

terhadap pembagian hibah yang diberikan alm 

Pak Sujadi ? 

f) Mengapa saudara-saudara Ibu Kholiva berselisih 

dengan Ahmad ? 

g) Mengapa Ahmad ingin menggadaikan tanah yang 

diberikan alm Pak Sujadi ? 

h) Bagaimana respon saudara-saudara Ibu Kholiva 

terhadap tindakan Ahmad ? 

i) Dimanakah tempat pembagian hibah yang 

diberikan alm Pak Sujadi ? 

j) Tahun berapakah alm Pak Sujadi memberikan 

hibahnya ? 

k) Siapa sajaklah yang menjadi saksi saat itu ? 

5. Wawancara dengan Pak Ahmad Musyafak 

a) Bagaimana cara alm. Pak Sujadi membagikan 

hartanya?  

b) Apa alasan alm. Pak Sujadi memilih untuk 

membagikan hartanya melalui hibah?  

c) Siapa saja yang menerima hibah dari alm. Pak 

Sujadi? 

d) Mengapa alm. Pak Sujadi memberikan hibah 

dalam jumlah yang berbeda kepada masing-

masing anaknya? 
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e) Apakah ada anak alm. Pak Sujadi yang merasa 

tidak puas dengan pembagian hibah yang 

dilakukan? 

f) Di mana lokasi alm. Pak Sujadi melakukan proses 

pembagian hibahnya?   

g) Kapan tepatnya alm. Pak Sujadi memberikan 

hibah tersebut?  

h) Siapa saja yang menjadi saksi dalam proses 

pemberian hibah itu?   

i) Apa alasan Pak Ahmad ingin menggadaikan 

tanah yang diberikan alm Pak sujadi ? 

j) Bagaimana respon saudara bapak terhadap 

prilaku bapak yang ingin menggadaikan tanah 

tersebut ? 

k) Bagaimana hubungan Pak Ahmad saat ini dengan 

saudara-saudara bapak ? 

6. Wawancara dengan Keluarga Ibu Sudarmi  

a) Bagaimana pembagian warisan yang diterapkan 

alm Pak Ali ? 

b) Mengapa Pak Ali memilih melakukan pembagian 

hibah ? 

c) Siapa sajakah yang alm Pak Ali berikan hibah 

dan berapa jumlah yang diberikan? 

d) Mengapa Pak Ali memberikan hibahnya berbeda-

beda jumlahnya ? 

e) Apakah ada penerima hibah yang protes akan 

bagian yang dahulu alm Pak Ali berikan ? 

f) Dimana tempat pembagian hibah tersebut ? 

g) Siapa sajakah yang menjadi saksi saat itu ? 

7. Wawancara dengan Keluarga Pak Gerno 

a) Bagaimana Pak Gerno menerapkan pembagian 

hibah dalam keluarganya?   

b) Mengapa Pak Gerno memutuskan untuk 

membagikan hibah?   

c) Siapa saja yang menerima hibah dari Pak Gerno 

dan berapa jumlah yang diberikan?   



87 

 

 

d) Mengapa Pak Gerno memberikan hibah lebih 

banyak kepada anak laki-laki ?   

e) Apakah ada anak-anak Pak Gerno yang 

memprotes pembagian hibah tersebut?   

f) Dimana tempat dilaksanakannya pembagian 

hibah tersebut?   

g) Pada tahun berapakah Pak Gerno memberikan 

hibah kepada anak-anaknya?   

h) Siapa saja yang menjadi saksi saat pembagian 

hibah itu dilakukan?   

8. Wawancara dengan keluarga Pak Wakidin  

a) Bagaimana Pak Wakidin menerapkan pembagian 

hibah dalam keluarganya?   

b) Mengapa Pak Wakidin memutuskan untuk 

membagikan hibah  ?   

c) Siapa saja yang menerima hibah dari Pak 

Wakidin dan berapa jumlah yang diberikan?   

d) Mengapa Pak Wakidin memberikan jumlah yang 

sama kepada anaknya?   

e) Apakah anak-anak Pak Wakidin ada yang 

memprotes terhadap pembagian hibah tersebut?   

f) Dimana tempat dilaksanakannya pembagian 

hibah tersebut?   

g) Pada tahun berapakah Pak Wakidin memberikan 

hibah kepada anak-anaknya?   

h) Siapa saja yang menjadi saksi saat pembagian 

hibah itu dilakukan?   

9. Wawancara dengan Pak Maskat 

a) Bagaimana Pak Maskat  menerapkan pembagian 

hibah dalam keluarganya?   

b) Mengapa Pak Maskat memutuskan untuk 

membagikan hibah  ?   

c) Siapa saja yang menerima hibah dari Pak Maskat 

dan berapa jumlah yang diberikan?   

d) Mengapa Pak Maskat memberikan jumlah yang 

sama kepada anaknya tetapi berbeda tahun 

pemberian?   
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e) Apakah anak-anak Pak Maskat ada yang 

memprotes terhadap pembagian hibah tersebut?   

f) Dimana tempat dilaksanakannya pembagian 

hibah tersebut?   

g) Pada tahun berapakah Pak Maskat memberikan 

hibah kepada anak-anaknya?   

h) Siapa saja yang menjadi saksi saat pembagian 

hibah itu dilakukan?   

B. Dokumentasi 

 

 
Gambar 1: Dokumentasi Struktur Organisai Pemerintahan 

Desa Banjarsari Kecamatan Gajah 
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Gambar 2: Dokumentasi dengan Kepala desa dan 

Perangkat Desa Banjarsari 

 

 
Gambar 3: Dokumentasi dengan perangkat Desa Banjarsari 

 

 



90 

 

 

 
Gambar 4: Dokumentasi dengan Kasi kesejahteraan 

desa/modin Desa Banjarsari  

 

 

 

 

 
Gambar 5: Dokumentasi dengan Ibu Siti Romlah 
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Gambar 6: Dokumentasi dengan Ibu Sudarmi 

 

 

 

 
Gambar 7: Dokumentasi dengan Pak Tarno 

 

 



92 

 

 

 
Gambar 8: Dokumentasi dengan Pak Suwarno 

 

 

 
Gambar 9: Dokumentasi dengan Ibu Sudarmi 
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Gambar 9: Dokumentasi dengan Ibu Titik 

 



94 

 

 

 
 

Gambar 10: Dokumentasi surat penelitian
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